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Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 

manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Allah sebaik-baik 

yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

mendengar, Maha melihat. (QS An-Nisa [4]: 58).”
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ABSTRAK 

Sri Fatun Nadila, 2023: Pemekaran Daerah dan Keadilan Sosial dalam Sistem 

Ketatanegaraan di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014). 

Kata Kunci: Pemekaran daerah, keadilan, Sistem ketatanegaraan. 

 

Pemekaran daerah di Indonesia merupakan suatu bentuk pengharapan 

terciptanya peningkatan pelayanan publik untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat, juga sebagai sarana pendidikan 

politik lokal. Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah diharapkan mampu untuk melaksanakan pelayanan dan 

kesejahteraan bagi masyarakat, namun daerah otonom baru ternyata tidak berada 

dalam kondisi lebih baik dibandingkan denagan daerah induk, ada beberapa 

masalah yang timbul baik dari aspek perekonomian daerah, pembangunan, dan 

sumber daya manusia. 

Fokus permasalahan yang diamati ialah: (1) Bagaimana prosedur 

pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah? (2) Apakah pemekaran daerah berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam 

sistem ketatanegaraan di Indonesia? 

Tujuan penelitian ini yakni: (1) Mendeskripsikan prosedur pemekaran 

daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. (2) Mengamati kesesuiain pemekaran daerah berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam 

sistem ketatanegaraan di Indonesia. 

Jenis penelitian yang dipergunakan ialah riset kepustakaan yang 

menitikberatkan dan membatasi kegiatannya pada perpustakaan guna 

mendapatkan data tanpa melangsungkan riset dilapangan. Maka sumber data 

didapatkan melalui cara melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur dan 

sejumlah peraturan serta beberapa normal yang mempunyai keterkaitan terhadap 

permasalahan yang akan diteliti, dalam penelitian bersumber dari sejumlah buku 

yang mengkaji terkait pemekaran daerah, keadilan, ilmu perundang-undangan 

yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. 

Hasil penelitian ini adalah (1) syarat pemekaran daerah mengalami 

perubahan dengan dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mana syarat 

pembentukan daerah berubah menjadi persyaratan daerah persiapan. (2) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak menjelaskan 

secara detail terkait dengan standar ataupun kriteria minimal persyaratan dasar 

kapasitas daerah yang berhubungan dengan potensi ekonomi, keuangan daerah 

dan juga kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pemekaran daerah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia lahir sebagai negara yang merdeka dengan membawa 

semangat demokrasi. Oleh karena itu kelembagaan negara secara mantap 

menganut asas desentralisasi dalam sistem ketatanegaraan. Asas desentralisasi 

adalah bagian yang sangat penting di dalam negara demokrasi. Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur 

hubungan antara pusat dan daerah dalam Pasal 18 yang mana dalam 

penjelasannya memungkinkan pemberian status otonom atau sebagai daerah 

administratif kepada daerah-daerah.
1
 Secara historis, dalam Pasal 18 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai 

dasar hukum pemerintahan daerah di Indonesia.
2
 Pasal 18 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwasanya 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang mana tiap-tiap provinsi, 

kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur di dalam 

Undang-undang. 

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemekaran daerah merupakan 

pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih 

                                                             
1
 Mahfud MD, Politik hukum di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 

319. 
2
 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Pasal 33 ayat (1). 
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daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding 

dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Secara filosofis, tujuan 

pemekaran daerah ada dua kepentingan, yakni pendekatan pelayanan umum 

pemerintahan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

setempat, serta memperpendek rentang kendali pemerintahan. Pasal 18 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur 

tentang pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dengan tujuan untuk mensukseskan sistem pemerintahan dan sarana untuk 

mencapai tujuan bernegara dalam kesatuan bangsa.
3
 Berhubungan dengan 

pembentukan otonomi daerah, menafsirkan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 tidak cukup dengan hanya berfokus pada 

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, 

akan tetapi harus sistematis dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia 

adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” yang artinya wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dibagi-bagi ke dalam bentuk 

daerah-daerah.
4
 

Menurut Sri Soemarti sebaiknya menggunakan kata negara kesatuan 

sebagai bentuk negara, dan menggunakan republik dan monarki sebagai 

bentuk pemerintahan. Pemakaian “bentuk” ada kalanya dihubungkan dengan 

pengertian federasi dan kesatuan, akan tetapi pemakaian tersebut dalam hal 

                                                             
3
 Sekretaria Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Pasal 18. 
4
 Herman Kombuno, “Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah,” (Thesis, Universitas Tadulako,2017), 4-5 
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lain dikhususkan kepada pengertian republik, maka dari itu perlu dibedakan 

untuk penggunaan istilah bentuk yang diarahkan kepada pengertian republik, 

untuk menghindari terjadinya salah pengertian, sedangkan istilah “susunan” 

dikhususkan kepada pengertian federasi atau kesatuan.
5
 Persoalan otonomi 

daerah merupakan persoalan penting yang dihadapi oleh masyarakat kita pada 

saat ini, banyak masyarakat yang mengira bahwa pemekaran daerah adalah 

cara yang sangat tepat untuk dijadikan pilihan ketika suatu daerah ingin maju, 

karena persoalan otonomi daerah menyangkut aspek politik, sosial, ekonomi, 

budaya dan lain sebagainya.  

Pengertian otonomi juga merupakan suatu konsep yang dinamis, yang 

senantiasa mengalami perubahan atau perkembangan seiring dengan 

berkembangnya pemikiran yang tumbuh dalam masyarakat yang 

bersangkutan. Selain dari soal teknik dan ketatanegaraan persoalan otonomi 

daerah kita adalah soal kebijakan praktik dikarenakan banyak syarat-syarat 

yang harus dipenuhi, supaya dalam mengurus hak rumah tangga tidak hanya 

khayalan belaka.
6
 

Pengaturan terkait beragam persoalan daerah sudah dilaksanakan sejak 

awal berdirinya bangsa ini, dimulai sejak tahun 1945 telah dibuatkan 

peraturan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dengan ditetapkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional 

Daerah, kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang 

                                                             
5
 Sri Kusriyah, “Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah,” Jurnal 

Pembaharuan Hukum 3, no. 1 (2019), 9 
6
 M. Agus Santoso, “Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Jurnal 

Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi 6, no. 4 (Mei 2009): 414. 
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Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Penetapan Presiden Nomor 

6 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang kemudian 

dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Pemerintah Daerah. Pada masa reformasi 

Undang-Undangtersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti menjadi Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakahir 

diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah.
7
 

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 

angka 6 pengertian otonomi daerah adalah wewenang, hak dan kewajiban 

daerah otonom dalam mengurus dan mengatur sendiri terkait masalah 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Adapun prosedur atau tata cara penyerahan kewenangan 

dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah disebut dengan otonomi 

rumah tangga daerah, atau disebut dengan ajaran rumah tangga daerah atau 

otonomi daerah. Undang-Undang tersebut telah melimpahkan kekuasaan baik 

secara politik maupun secara administratif kepada daerah untuk 

menyelenggaran kewenangan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif masyarakat 

didaerah selain 6 (enam) kewenangan yang masih menjadi kewenangan 

                                                             
7
 Santoso, 416 
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pemerintah pusat antara lain politik luar negeri, moneter dan fiscal nasional, 

agama, pertahanan, keamanan, dan yudisial. Pelimpahan kewenangan itulah 

yang kita namakan dengan “otonomi daerah”. Pelimpahan itu secara otomatis 

juga memindahkan fokus politik ke daerah karena pusat kekuasaan tidak 

hanya dimonopoli oleh pemerintah pusat seperti di era sentralisasi namun 

telah terdistribusi ke daerah. 

AW Wijaya berpendapat bahwa daerah otonom harus mampu 

menyususun kebijaksanaan dan perencanaan daerah, mempunyai alat 

pelaksanaan yang berkualitas, menggali sumber-sumber keuangan sendiri, dan 

juga menyusun peraturan daerah sendiri
8
 Pembentukan suatu daerah dalam 

struktur Negara Indonesia, pada dasarnya sebagai subsistem yang 

dimaksudkan demi meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat, salah satunya ditujukan untuk memacu 

pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan pembangunan.
9
 Hal inilah 

yang menjadikan pemekaran wilayah sebagai konsep otonomi daerah yang 

menekan pada aspek pelayanan pemerintahan dalam rangka kesejahteraan 

masyarakat, peningkatan pendapatan, dan juga sebagai dasar pendekatan 

untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah. 

Pemekaran daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan 

pelayanan publik guna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan 

keadilan sosial masyarakat, juga sebagai sarana pendidikan politik lokal. Saat 

ini masyarakat diperlihatkan dengan fenomena daerah yang melakukan 

                                                             
8
 Kusriyah, 28-29 

9
 Marbun, B.N, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 2010), 109. 
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pemekaran tetapi tidak memenuhi persyaratan pemekaran daerah, contohnya 

Kabupaten Nias Utara Pulau Nias Sumatera Utara. Kabupaten Nias dianggap 

gagal dalam melaksanakan otonomi daerah dengan dikeluarkannya KEPRES 

131 Tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019. 

Adapun faktor yang menjadi penyebab gagalnya pemekaran daerah Kabupaten 

Nias di ataranya adalah sedikitnya sumber daya manusia yang berkualitas, 

pemerintah juga kurang mampu dalam mengelola potensi sumber daya alam 

dalam bidang kelautan dan pertanian, serta belum maksimalnya dalam 

membangun infrastruktur atau sarana prasarana untuk menunjang 

pembangunan ekonomi dan manusia.
10

 Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan mampu untuk 

melaksanakan percepatan pelayanan publik dan kesejahteraan bagi 

masyarakat, namun daerah otonom baru ternyata berada dalam kondisi tidak 

baik dibandingkan denagan daerah induk, ada beberapa masalah yang timbul 

baik dari aspek kinerja perekonomian daerah, aspek kinerja pelayanan publik 

dan aspek kinerja aparatur pemerintah daerah. 

Pemekaran daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

diharapkan mampu meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi 

utamanya pada daerah-daerah pinggiran, mampu memfasilitasi pertumbuhan 

kehidupan demokrasi di daerah dan juga mampu meningkatkan keamanan dan 

ketertiban daerah guna terwujudnya keadilan dan kesejahteraan dalam 

                                                             
10

 Remina Gea, Bandiyah, Tedi Ervianto, “Pengaruh Elit Terhadap Kegagalan Otonomi Daerah di 

Kabupaten Nias Utara,” dalam jurnal nawal politika, Vo.1, No.1, (Desember 2017): 6. 
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berbangsa dan bernegara.
11

 Namun disisi lain, pemekaran daerah juga 

membawa persoalan baru yang justru dapat menghambat pembangunan dan 

distribusi sumber daya daerah. Beberapa contoh permasalahan yang muncul 

dari pemekaran daerah diantaranya yaitu, konflik dengan kekerasan, 

menyempitnya luas wilayah dan beban daerah induk, dan perebutan wilayah 

dan masalah ibukota pemekaran serta perebutan aset.
12

 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam bentuk 

karya skripsi yang berjudul: “Pemekaran Daerah dan Keadilan Sosial 

dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (Studi Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014).” 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana prosedur pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? 

2. Apakah pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam sistem ketatanegaraan di 

Indonesia? 

                                                             
11

 Hernawati Nuni Retno. “Pemekaran Daerah di Indonesia”, Jurnal. Diakses pada 07 

Desember 2022. 
12

 Hermanto Djoko, “Pemekaran Daerah dan Konflik Keuangan Kebijakan Otonomi 

Daerah dan Implementasinya di Indonesia, 2007, Jurnal Volume 11, no 1.  
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi, maka penelitian ini 

dilaksanakan dengan tujuan: 

1. Mendeskripsikan prosedur pemekaran daerah berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

2. Mengamati kesesuaian pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam sistem 

ketatanegaraan di Indonesia. 

D. Manfaat penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan berguna dan bisa bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan yang berlaku di masyarakat tentang 

prosedur pemekaran daerah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan riset 

berikutnya, sehingga penelitian mengenai Pemekaran Daerah dan 

Keadilan Sosial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia mengalami 

perhatian khusus dalam penataan otonomi daerah di Indonesia. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu 

pengetahuan bagi peneliti agar bisa memahami dan mengetahui 

tentang masalah pemekaran daerah dalam sistem ketatanegaraan di 

Indonesia 

b. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan 

tentang prosedur pemekaran daerah di Indonesia berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 

c. Bagi UIN KHAS Jember  

Penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menambah 

khazanah pembelajaran terutama yang berhubungan dengan prodi 

Hukum Tata Negara yang membahas tentang pemerintahan daerah 

khususnya yang membahas tentang Pemekaran Daerah di Indonesia. 

E. Definisi istilah 

Definisi istilah yaitu mengenai hal penting untuk menjadi perhatian 

bagi penulis untuk judul penelitian. Tujuannya supaya tidak ada 

kesalahpahaman arti istilah yang dimaksud peneliti adalah: 

1. Pemekaran daerah: 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 pemekaran 

daerah/wilayah merupakan pemecahan suatu pemerintah atau Provinsi, 
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Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan menjadi dua daerah atau 

lebih.
13

 

2. Keadilan sosial: 

Menurut Soekarno, keadilan sosial adalah masyarakat atau sifat 

masyarakat adil dan Makmur, berbahagia untuk semua orang, tidak ada 

penghinaan, tidak ada penindasan dan tidak ada penghisapan. Keadilan 

sosial merupakan keadilan yang pelaksanaannya tidak tergantung kepada 

kehendak pribadi atau kepada kebaikan-kebaikan individu yang bersikap 

adil, akan tetapi sudah bersifat struktural. Adapun pelaksanaan keadilan 

sosial itu sendiri sangat tergantung pada penciptaan struktur-struktur sosial 

yang adil, ketika tidak adanya keadilan sosial maka pemicunya adalah 

struktur sosial yang tidak adil.
14

 

3. Sistem ketatanegaraan Indonesia: 

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 1 angka 1 Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk 

Republik.
15

 Pasal 1 angka 2 mengatakan bahwasanya Kedaulatan berada di 

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
16

 Pasal 1 

angka 3 Indonesia adalah negara hukum.
17

 

                                                             
13

 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 78 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Pengembangan Daerah, Pasal 2 ayat (4). 
14

 Purwanto, “Perwujudan Keadilan dan Keadilan sosial dalam Negara Hukum 

Indonesia”. Jurnal Media Hukum Bhakti, (2017): 10 
15

 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (1) 
16

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (2) 
17

 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, UUD tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) 
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Berdasarkan definisi istilah, maka arti dari judul yang diteliti adalah 

terbentuknya daerah baru baik satu atau lebih dengan tujuan untuk 

meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, dan apakah hal 

tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dalam sistem ketatanegaraan di 

Indonesia. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang didalamnya berisi tentang deskripsi alur 

pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan sampai pada bab penutup. 

Setiap bab menguraikan satu bahasan yang utuh dan sesuai dengan langkah 

serta urutannya layak sebuah penelitian. Format penulisan sistematis 

pembahasan ini dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.
18

 

Dalam pembagian pembahasan melalui per-bab sangat diperlukan untuk 

kepentingan penulisan, juga mempermudah pembaca untuk mencermati. 

Selain itu, supaya mempermudah dan teratur dalam mengidentifikasi masalah 

yang akan diteliti dan membantu dalam langkah penelitian. Sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut: 

Bab 1 pendahuluan yang didalamnya mencakup latar belakang 

masalah, fokus penelitian, dan manfaat penelitian, definisi istilah dan diakhiri 

oleh sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah guna memperoleh 

pandangan secara umum terkait pembahasan dalam skripsi. 

Bab II kajian kepustakaan, Pada bagian ini berisi kajian kepustakaan 

yang mencakup atas penelitian terdahulu yang berisikan informasi terkait riset 

                                                             
18

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN Jember), 93. 
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terdahulu yang masih dapat berhubungan atau kemiripan terhadap penelitian 

yang dilaksanakan, sementara itu kajian teori berisi landasan hukum maupun 

sejumlah teori mengenai penelitian yang akan diteliti yakni “Pemekaran 

Daerah dan Keadilan Sosial dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.” 

Bab III Metode Penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan 

tahap-tahap penelitian. 

Bab IV pembahasan yang memuat analisis dan pembahasa dari 

penelitian yang dibahas yakni Implementasi Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2014 Terhadap Pemekaran Daerah dan Keadilan Sosial dalam Sistem 

Ketatanegaraan di Indonesia. 

Bab V penutup yang berisi kesimpulan sebagai bentuk jawaban dari 

pertanyaan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya serta saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu 

sebagai perbandingan dan tolak ukur, serta memberikan kemudahan penulis 

dalam menyusun penelitian ini. Hal ini bersangkutan dengan teori, rumusan 

masalah dan jenis penelitian terdahulu. Karena bertujuan untuk menghindari 

duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang 

dibuat oleh peneliti sebelumnya. 

1. Syahrani Nasria. Implikasi Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat di Desa Karave Kabupaten Mamuju Utara. (Universitas 

Muhammadiyah Makassar: 2018).
19

 

Pendekatan Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian 

dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan tentang 

dampak pemekaran desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Desa Karave menggunakan data primer berupa informasi yang diperoleh 

dari lokasi penelitian. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan 

menunjukkan bahwa setelah pemekaran Desa Karave Kabupaten Mamuju 

Utara. Dampak dari pemekaran des aini bisa dilihat dari jumlah 

ketersediaan sarana sosial dan ekonomi yaitu aspek Pendidikan, 

Kesehatan, dan sarana jalan yang cukup meningkat dari sebelum 

pemekaran. Selain itu sarana pemerintahan juga meningkat. Pada 

                                                             
19

 Syahrani Nasria, “Implikasi Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

di Desa Karave Kabupaten Mamuju Utara” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018) 
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pemekaran desa tidak terlepas pada faktor pendorong dan penghambat 

terjadinya pemekaran. Pada pemekaran Desa Karave pemerintah sangat 

mendukung. Pemerintah yang sebagai pelayanan publik memberikan 

fasilitas-fasilitas guna melancarkan proses pemekaran. Hambatan yang 

sering muncul adalah sulitnya untuk mengsinergikan berbagai 

pemberdayaan itu dalam suatu program yang terpadu. Paad desa karave 

keterbatasan sumber daya manusia aparat desa disitu mengalami kendala 

dalam proses pengelolaan dana, karena di dalam proses tersebut 

dibutuhkan keahlian dalam pengelolaan tersebut. 

2. Zarrah.  Evaluasi Pemekaran Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat Di 

Kabupaten Gayo Lues. (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh: 2020)
20

 

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah 

dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat di 

Kabupaten Gayo Lues, pertama segi pelayanan publik, masyarakat lebih 

mudah untuk mendapatkan pelayanan berupa pelayanan administrasi, 

pendidikan dan kesehatan dan juga pelayanan berupa barang dan jasa 

seperti akses jaringan internet, jaringan telepon, dan listrik mulai 

memasuki desa-desa di Kabupaten Gayo Lues. Kedua segi pembangunan 

ekonomi, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat belum merata, masih ada 

daerah yang tergolong desa tertingga dan juga tingginya angka 

                                                             
20

 Zarrah, “Evaluasi Pemekaran Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten 

Gayo Lues” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh, 2020) 
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kemiskinan. Ketiga segi potensi alam, masyarakat dapat mengelola sendiri 

sumberdaya alam yang melimpah di Gayo Lues karena mendapatkan 

pengakuan menjadi daerah otonom. Dalam hal ini pemerintah perlu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi pelayanan publik kepada 

masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan 

pembangunan perekonomian, serta pengelolaan potensi alam dengan 

sebaik-baiknya. 

3. Nurnovianah. Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan dan 

Pemerataan Pembangunan (Studi di Desa Sakolo Kecamatan Dumpo 

Kabupaten Dumpo).  (Universitas Muhammadiyah Makassar: 2022)
21

 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan teknik analisis deskriptif. Dimana peneliti mengambarkan obyek 

yang di teliti melalui teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Sedangkan lokasi penelitian adalah di Desa 

Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pemekaran Desa di Desa 

Sori Sakolo terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan dilihat dari 

segi aspek pembangunan studi kasus Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu 

Kabupaten Dompu. Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukan 

bahwa pemekaran Desa ini Berdampak baik untuk Masyarakat dan untuk 

Pemerintah Desa Sori Sakolo. Namun demikian adanya pemekaran Desa 

yang berjalan lebih 7 tahun ini membuahkan hasil percepatan dan 

                                                             
21

 Nurnovianah, “Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan dan Pemerataan 

Pembangunan (Studi di Desa Sakolo Kecamatan Dumpo Kabupaten Dumpo)”, (Skripsi, 

Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022) 
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pemerataan yang terjadi sangat signifikan karena banyaknya dana yang 

bersumber dari pemerintah pasca pemekaran Desa. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa percepatan dan pemerataan pembangunan akan 

terealisasikan apabila Aparatur Pemerintah dan masyarakat dapat 

abekerjasama dengan baik dan saling menerima kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah demi pencapaian tujuan pemekaran desa. 

Hasil penelitian ini juga harus ditindak lanjuti dan perlu dilakukan 

penelitian lanjut karena diharapkan kedepannya pemekaran Desa selalu 

membutuhkan aspek-aspek pembangunan guna menjadikan suatu Desa 

yang berhasil dan memiliki daya guna. 

4. Mochamad Adam Riyaldi. Evaluasi Pemekaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Ditinjau Dari Kinerja Ekonomi Daerah Dan Kinerja Pelayan 

Publik Daerah. (Universitas Jenderal Soedirman: 2022)
22

 

Pendekatan penelitian skripsi ini merupakan penelitian dengan 

jenis penelitian evaluasi dengan metode treatment-control. Data yang 

digunakan adalah data sekunder selama kurun waktu 6 tahun silam. Teknik 

analisis data yang digunakan penelitian ini yaitu analisis perhitungan 

indeks. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kinerja ekonomi 

Kabupaten Pangandaran memiliki rata-rata indeks yang positif pada tahun 

2015-2020. Namun angkanya masih lebih rendah dibandingkan daerah 

induk maupun daerah kontrol. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada 

aspek ekonomi Kabupaten Pangandaran belum menunjukkan 

                                                             
22

 Mochamad Adam Riyaldi, “Evaluasi Pemekaran Daerah Kabupaten Pangandaran 

Ditinjau Dari Kinerja Ekonomi Daerah Dan Kinerja Pelayan Publik Daerah” (Skripsi, Universitas 

Jendral Soedirman, 2022) 
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perkembangan yang berarti. Kinerja pelayan publik Kabupaten 

Pangandaran memliki rata-rata indeks positif dan angkanya lebih tinggi 

dari induk maupun daerah kontrol pada tahun 2015-2020. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pada aspek pelayanan publik Kabupaten Pangandaran 

memiliki perkembangan yang signifikan. Implikasi dari penelitian ini 

adalah pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran diharapkan dapat 

meningkatkan kontribusi tiap sektor usaha dalam pembentukan PDRB 

dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik baik dalam sektor 

Pendidikan, Kesehatan maupun kualitas infrastruktur sebagaimana tujuan 

awal program pemekaran daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yang antara lain dapat diupayakan melalui peningkatan kinerja 

ekonomi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dan 

penelitian saat dapat dilihat pada tabel perbedaan dan persamaan di bawah 

ini: 

No 
Nama dan 

Judul 
Tahun Persamaan Perbedaan Hasil 

1.  Syahrani 

Nasria. 

Implikasi 

Pemekaran 

Wilayah 

Terhadap 

Kesejahteraan 

Masyarakat di 

Desa Karave 

Kabupaten 

Mamuju Utara. 

(Universitas 

Muhammadiya

h Makassar 

2018 Berorientasi 

pada 

pemekaran 

daerah 

terhadap 

kesejahteraan 

masyarakat 

Penelitian 

terdahulu 

membahas 

pemekaran 

daerah di Desa 

Karave 

Kabupaten 

Mamuju Utara, 

sedangkan 

pada penelitian 

yang akan 

diteliti peneliti 

membahas 

pemekaran 

Hasil yang 

ditemukan 

dalam 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

setelah 

pemekaran 

Desa Karave 

memberikan 

dampak 

positif 

terhadap 

kesejahteraan 
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No 
Nama dan 

Judul 
Tahun Persamaan Perbedaan Hasil 

daerah dan 

keadilan sosial 

berdasarkan 

Undang-

Undang 

Nomor 23 

Tahun 2014 

masyarakat di 

Desa Karave 

Kabupaten 

Mamuju 

Utara. 

Dampak dari 

pemekaran 

desa ini bisa 

dilihat dari 

jumlah 

ketersediaan 

sarana sosial 

dan ekonomi 

yaitu aspek 

Pendidikan, 

Kesehatan 

dan sarana 

jalan yang 

cukup 

meningkat 

dari sebelum 

pemekaran. 

2. Zarrah.  

Evaluasi 

Pemekaran 

Wilayah dan 

Kesejahteraan 

Masyarakat Di 

Kabupaten 

Gayo Lues. 

2020 Berorientasi 

pada 

pemekaran 

daerah dan 

kesejahteraan 

masyarakat 

Penelitian 

terdahulu 

membahas 

pemekaran 

daerah di 

Kabupaten 

Gayo Lues, 

sedangkan 

pada penelitian 

yang akan 

diteliti, peneliti 

membahas 

pemekaran 

daerah dan 

keadilan sosial 

berdasarkan 

Undang-

Undang 

Nomor 23 

Tahun 2014 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukan 

bahwa 

setelah 

pemekaran 

Desa Karave 

memberikan 

dampak 

positif 

terhadap 

kesejahteraan 

masyarakat di 

Kbupaten 

Gayo Lues 

3. Nurnovianah. 

Dampak 

2022 Berorientasi 

pada 

Penelitian 

terdahulu 

Hasil yang 

ditemukan 
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No 
Nama dan 

Judul 
Tahun Persamaan Perbedaan Hasil 

Pemekaran 

Desa Terhadap 

Percepatan dan 

Pemerataan 

Pembangunan 

(Studi di Desa 

Sakolo 

Kecamatan 

Dumpo 

Kabupaten 

Dumpo) 

 

pemekaran 

daerah dan 

keadilan 

sosial dalam 

sistem 

ketatanegara

an 

Penelitian 

terdahhulu 

membahas 

pemekaran 

daerah di Desa 

Sori Sakolo 

Kecamatan 

Dumpo 

Kabupaten 

Dumpo. 

sedangkan 

pada penelitian 

yang akan 

diteliti, peneliti 

membahas 

pemekaran 

daerah dan 

kesejahteraan 

masyarakat 

berdasarkan 

Undang-

Undang 

Nomor 23 

Tahun 2014 

dalam 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

pemekaran 

des aini 

berdampak 

baik untuk 

masyarakat 

dan untuk 

pemerintaah 

Desa Sori 

Sakolo. 

Namun 

dengan 

demikian 

adanya 

pemekaran 

daerah yang 

berjalan lebih 

7 tahun ini 

membuahkan 

hasil 

percepatan 

dan 

pemerataan 

yang terjadi 

saangat 

signifikan 

karena 

banyaknya 

dana yang 

bersumber 

dari 

pemerintah 

pasca 

pemekaran 

desa. 

4.  Muchamad 

Adam Riyaldi, 

Evaluasi 

Pemekaran 

Daerah 

Kabupaten 

2022 Berorientasi 

pada 

pemekaran 

daerah dan 

kesejahteraan 

masyarakat 

Penelitian 

terdahulu 

membahas 

pemekaran 

daerah di 

Kabupaten 

Hasil yang 

ditemukan 

dalam 

penelitian ini 

menunjukkan 

kinerja 
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No 
Nama dan 

Judul 
Tahun Persamaan Perbedaan Hasil 

Pangandaran 

Ditinjau Dari 

Kinerja 

Ekonomi 

Daerah Dan 

Kinerja 

Pelayan Publik 

Daerah 

Pangandaran 

Ditinjau dari 

Kinerja 

Ekonomi 

Daerah dan 

Kinerja 

Pelayanan 

Publik Daerah, 

sedangkan 

pada penelitian 

yang akan 

diteliti, peneliti 

membahas 

pemekaran 

daerah dan 

kesejahteraan 

masyarakat 

berdasarkan 

Undang-

Undang 

Nomor 23 

Tahun 2014 

ekonomi 

Kabupaten 

Pangandaran 

memiliki 

rata-rata 

indeks yang 

positif pada 

tahun 2015-

2020. Namun 

angkanya 

masih lebih 

rendah 

dibandingkan 

daerah induk 

maupun 

daerah 

control 

 

B. Kajian Teori 

Kajian teori mempunyai tujuan guna memberi gambaran atau sejumlah 

batasan mengenai beberapa teori yang akan digunakan selaku landasan 

penelitian yang akan dilaksanakan, berikut teori terkait beberapa variabel 

permasalahan yang hendak diteliti. 

1. Otonomi Daerah 

Otonomi daerah adalah suatu hak, wewenang, serta kewajiban 

daerah otonom guna untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan suatu 

pemerintahan dan kepentingan suatu masyarakat daerah tersebut yang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kata otonomi daerah 

berasal dari dua kata yaitu otonomi dan daerah. Menurut bahasa Yunani, 
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kata otonomi berasal dari autos dan nomos. Autos yang mempunyai arti 

"sendiri" serta nomos yang artinya "aturan" atau "undang-undang", 

sehingga otonomi daerah bisa diartikan sebagai suatu kewenangan untuk 

mengatur sendiri atau kewenangan guna untuk membuat suatu aturan 

untuk mengurus daerahnya sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan 

masyarakat hukum dan memiliki batas-batas wilayah.
23

 

Otonomi daerah juga diartikan keadaan dalam suatu daerah yang 

memungkinkan untuk mengaktualisasikan semua potensi terbaik yang 

dimilikinya secara maksimal.
24

 Dalam kamus besar Bahasa Indonesia 

otonomi daerah merupakan hak, wewenang serta kewajiban suatu daerah 

dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan 

Undang-Undangyang sudah berlaku.
25

 Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Otonomi 

daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri baik itu urusan pemerintahan ataupun 

kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten/kota berdasarkan 

pada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata serta 

bertanggung jawab.
26

 

                                                             
23

 Zainul Djumadin, Otonomi Daerah di Indonesia (Jakarta: LPU-UNAS, 2017), 99. 
24

 Sani Safitri, “Sejarah perkembangan otonom daerah di indonesia,” Universitas 

Sriwijaya. 79 
25

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring Arti Otonomi 

Daerah di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (lektur.id), diakses pada Kamis, 16 Februari 

2023. 
26

 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (5) 

https://kbbi.lektur.id/otonomi-daerah#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia%20%28KBBI%29%2C%20arti%20otonomi,tangganya%20sendiri%20sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang-undangan%20yang%20berlaku.
https://kbbi.lektur.id/otonomi-daerah#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia%20%28KBBI%29%2C%20arti%20otonomi,tangganya%20sendiri%20sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang-undangan%20yang%20berlaku.
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Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang nyata adalah 

keleluasan daerah dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah di 

bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, 

dan berekembang di daerah, yang dimaksud dengan otonomi yang 

bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban 

sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam 

wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam 

mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan 

demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang 

serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27

  

Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dikemukakan bahwa daerah provinsi 

berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif, 

dengan kata lain daerah provinsi dibentuk berdasarkan asas desentralisasi 

dan dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi dilaksanakan secara meluas di 

tingkat provinsi dan secara terbatas di tingkat kabupaten/kota, terutama 

untuk kewenangan yang mutlak berada di tangan pemerintah pusat. 

Daerah kabupaten/kota merupakan daerah otonom semata yang dibentuk 

berdasarkan asas desentralisasi.
28

 

                                                             
27

 HAW Widjaya, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa (Jakarta: Rajawali Perss, 

2018) 31-32 
28

 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (13). 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 9 ayat 

(2) menegaskan bahwa urusan pemerintahan pusat yang absolut 

diantaranya bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, 

moneter dan fiskal nasional, dan agama. Selain 6 (enam) hal tersebut 

daerah berwenang dalam pengelolaan sumber daya nasional di wilayahnya 

dan bertanggung jawab dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup.
29

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

telah ditetapkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, 

ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Muatan Undang-UndangPemerintahan Daerah tersebut membawa banyak 

perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah 

pembagian urusan pemerintahan daerah. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sekaligus merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 18 

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang mana didalamnya terdapat adanya pembagian urusan pemerintah 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian dari sinilah 

yang akan melahirkan suatu pertimbangan kekuasaan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah. Urusan pemerintah merupakan fungsi-fungsi 

pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau 

susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi 

                                                             
29

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah Pasal 9 ayat (2). 
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tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, 

memberdayakan, melayani, dan mensejahterakan masyarakat. 

Konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan prinsip 

dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsepsi tersebut di 

satu sisi mengukuhkan keberadaan daerah sebagai bagian nasional, tetapi 

disisi lain memberikan rasa nyaman bagi masyarakat daerah untuk 

mengartikulasikan semua kepentingannya, termasuk masalah otonomi 

daerah dalam sistem hukum dan kebijakan nasional. Oleh sebab itu, 

idealnya tidak ada dan tidak mungkin terjadi suatu kebijakan nasional akan 

mengesampingkan otonomi daerah. Hal ini disebabkan pemberian otonomi 

daerah sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan 

nasional. Sebaliknya, daerah juga tidak dapat menafikan jati dirinya 

sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga semua 

perilaku, kebijakan, dan tindakan daerah tidak dapat bertentangan dengan 

kebijakan pusat.
30

 

Secara konseptual, penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia 

berdasarkan pada tiga tujuan utama yakni: Tujuan politik, hal yang 

diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah 

adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai 

politik dan Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya tujuan administratif, 

tujuan administratif merupakan perwujudan yang ingin dicapai melalui 

pelaksanaan otonomi daerah adalah pembagian kekuasaan antara 

                                                             
30

 Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 32. 
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pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk sumberdaya keuangan, 

dan juga pembaharuan manajemen birokrasi pada pemerintahan daerah. 

Kemudian tujuan ekonomi, adapun tujuan ekonomi yang ingin dicapai 

dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah realisasi dari 

peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
31

 

Selama Indonesia merdeka, kebijakan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah telah mengalami perubahan dan perkembangan yang 

sangat dinamis. Selama kurun waktu setengah abad lebih, sistem 

pemerintahan daerah penuh dengan pengalaman yang panjang seiring 

dengan konfigurasi politik yang terjadi pada tatanan pemerintahan negara. 

Pola hubungan kekuasaan, pembagian kewenangan, dan perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah tidak dapat 

dipungkiri sangat bergantung pada konfigurasi politik pemerintahan pada 

saat itu. Realitas demikian tentu mempengaruhi formalitas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemberian otonomi daerah di 

Indonesia. Akan tetapi, terlepas dari semua pengaruh yang muncul dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, semua kebijakan selalu dijiwai 

oleh sudut pandang yang sama, yaitu seluruh daerah merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan 

menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di 
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 Ani Sri Rahayu, 22. 
32

 Natal Kristiono, Buku Ajar Otonomi Daerah (Semarang: Uiniversitas Negeri 

Semarang, 2015), 118. 
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daerah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah 

untuk menyelenggarakan otonomi. Secara esensial, dalam 

penyelenggaraan desentralisasi terdapat dua elemen penting yang saling 

berkaitan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan 

secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah untuk 

mengatur dan menangani urusan pemerintahan tertentu yang diserahkan. 

Peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perubahan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

telah membatasi dalam menentukan urusan pemerintahan yang tidak 

diserahkan kepada pemerintahan pusat. Hal ini menunjukkan adanya 

penyerahan kekuasaan yang dilandasi dengan hukum.
33

 

2. Keadilan 

Keadilan merupakan tingkah laku manusia yang terkait dengan hak 

seseorang. Karena itu keadilan dapat dilihat sebagai keutamaan yang 

berusaha memenuhi hak orang lain. Landasan keadilan adalah pribadi 

manusia dalam korelasi sosial. Sebagai keutamaan, keadilan merupakan 

tuntutan pertama dan jaminan yang tak tersangkalkan demi terwujudnya 

tatanan dalam kemajuan sosial. Obyek keutamaan ini adalah hak manusia, 

baik hak orang lain maupun hak pribadi. Keadilan terkait dengan 

pemenuhan hak dan kewajiban, keuntungan-keuntungan sosial, dan orang-
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orang yang terlibat dalam masyarakat politis. Keadilan mengandung 

gagasan persamaan derajat manusia dalam hak dan kewajiban.
34

 

Pengertian kata adil yang lebih menekankan pada tindakan yang 

tidak berdasarkan kesewenang-wenangan, maka sesungguhnya pada setiap 

diri manusia telah melekat sumber kebenaran yang disebut hati nurani. 

Tuhanlah yang menuntun hati nurani setiap manusia beriman agar sanggup 

berbuat adil sesuai dengan salah satu sifat-Nya yang Maha Adil. Kata 

keadilan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak 

berdasarkan kesewenang-wenangan atau tindakan yang didasarkan kepada 

norma-norma, baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, 

maupun norma hukum, norma etika. Banyak ahli yang mencoba 

memberikan pendapat tentang kata adil atau keadilan, namun sebagaimana 

yang kita ketahui, mereka berdasarkan sudut pandang masing-masing akan 

terdapat perbedaan, walaupun demikian akan tetap pada dasar-dasar atau 

koridor, bingkai yang sama. 

Menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara masalah keadilan 

menjadi masalah penting dalam rangka memberikan jaminan rasa aman 

dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, hak asasi manusia dan 

memperkokoh persatuan dan kesatun bangsa. Keterbukaan dalam 

pengertian sikap dan perilaku yang dilakukan pemerintah dan pejabat 

publik dewasa ini, merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dengan 

cara apapun dan oleh negara manapun terkait dengan derasnya arus 

                                                             
34
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informasi dan teknologi di era global dalam berbagai bidang kehidupan. 

Keterbukaan arus informasi dan teknologi, khususnya di bidang hukum, 

telah menjadi bahan pemikiran bagi setiap negara untuk dapat 

melaksanakan jaminan keadilan bagi warga negaranya sejalan dengan 

tuntutan menegakkan hukum, demokratisasi dan hak asasi manusia 

(HAM).
35

 

Perbuatan adil, tidak hanya merupakan idaman manusia, tetapi juga 

diperintah Tuhan apapun agamanya. Apabila suatu negara terutama 

pemerintah, pejabat publik dan aparat penegak hukumnya mampu 

memperlakukan warganya dengan adil dalam segala bidang, niscaya 

kepedulian dan rasa tanggung jawab warga negara dalam rangka 

membangun negara serta memperkokoh persatuan dan kesatuan dapat 

terwujud. Keadilan pada umumnya relatif dan kadang sulit diperoleh, 

untuk memperoleh keadilan biasanya diperlukan pihak ketiga sebagai 

penegak, dengan harapan pihak tersebut dapat bertindak adil terhadap 

pokok-pokok yang berselisih, oleh karena itu pihak ketiga tersebut harus 

netral, tidak boleh menguntungkan salah satu pihak. Jadi adanya pihak 

ketiga dalam rangka menghindari konfrontatif antara yang sedang 

berselisih. 

Dalam rangka menjamin keadilan di dalam suatu negara, maka 

diperlukan peraturan yang disebut Undang-Undangatau hukum. Hukum 

merupakan suatu sistem norma yang mengatur kehidupan dalam 

                                                             
35
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masyarakat. Oleh karena itu apabila ada seseorang yang merasa 

mendapatkan ketidakadilan, maka ia berhak mengajukan tuntutan. Setiap 

masyarakat memerlukan hukum, dikatakan “dimana ada masyarakat 

disana ada hukum”. Hukum diciptakan untuk mencegah agar konflik yang 

terjadi dapat dipecahkan secara terbuka. Pemecahannya bukan atas dasar 

siapa yang kuat, melainkan berdasarkan aturan hukum yang ada, dan tidak 

membedakan antara orang kuat dan orang lemah, serta orang kaya maupun 

miskin. Berdasarkan hal tersebut, maka keadilan merupakan salah satu ciri 

hukum dan jaminan keadilan bagi setiap orang, yang hanya bisa tercapai 

apabila hukum diterapkan dengan tanpa memperhatikan aspek 

subjektifitas.
36

 

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama 

dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, 

menurutnya kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat 

mengesampingkan atau menggangu rasa keadilan dari setiap orang yang 

telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Oleh 

karena itu, sebagian kalangan menilai cara pandang John Rawls sebagai 

perspektif “liberal-egalitarian of social justice”. Secara spesifik, John 

Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan 

dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan 

posisi asali (original position) dan selubung ketidaktahuan (veil of 

ignorance). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah 
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memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep John Rawls 

mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya 

situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat 

serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan 

yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat 

kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-

orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara 

seimbang.
37

 

Mengembangkan model struktur masyarakat yang adil ini, John 

Rawls memusatkan diri terutama pada susunan institusional masyarakat 

yang menurut John Rawls akan memenuhi prinsip perbedaan. Masyarakat 

kita terdapat kepemilikan pribadi atas modal dan sebagian sumber-sumber 

alam. Cabang alokasi semacam itu dipakai untuk mempertahankan sistem 

pasar bebas, dengan itu cabang pencipta stabilitas yang fungsinya 

mengedepankan lapangan kerja yang layak juga ada, sedangkan cabang 

transfer menjamin pendapatan minimum masyarakat entah dengan 

jaminan keluarga atau jaminan khusus bagi si sakit atau penganggur. Atau 

lebih sistematis lagi dengan tambahan pendapatan bertahap. Cabang 

distribusi bertugas menjaga keadilan dalam pembagian dengan sarana 

pajak dan penyesuaian hak milik. Menurut John Rawls sendiri, prinsip 

perbedaan dalam masyarakat kita saat ini atau dimasa depan dapat 

dilaksanakan dengan cara redistribusi pendapatan dan kekayaan lewat 
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pengenaan pajak pada kelompok ekonomi kuat dan mengalihkan hasil 

pada kelompok lemah.
38

 

Adapun tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls ada dua, 

yaitu: Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip 

umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan 

moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan 

khusus kita, yang dimaksudkan dengan keputusan moral adalah sederet 

evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan 

sosial kita. Kedua, John Rawls mengembangkan suatu teori keadilan 

sosial yang lebih unggul atas teori yang sudah ada. John Rawls 

mengatakan bahwasanya institusi sosial dikatakan adil jika diabadikan 

untuk memaksimalisasi keuntungan dan kegunaan. John Rawls 

mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya 

lebih unggul. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul 

dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.
39
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian adalah sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, 

membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian telah dimulai 

apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah, secara sistematis, 

dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah. Dengan 

demikian suatu kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisa serta 

mengadakan konstruksi, secara metodologi, konsisten dan sistematis.
40

 Hal 

tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas dari hasil penelitian, seorang 

penulis harus melakukan pemilihan terhadap teknik yang tepat guna tercapainya 

tujuan penulisan yang ideal. Maka dalam hal ini penulis akan lebih logis dan 

terkoordinasi, diperlukan sebuah strategi yang sesuai dengan data dan penjelasan 

yang dimaksud, mengingat kemampuan ini merupakan bentuk untuk 

menyelesaikan sesuatu agar bisa mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya 

metode penelitian adalah suatu kegiatan sehingga para penulis bisa menemukan 

dan mencapai hasil yang valid. 

A. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini juga memanfaatkan riset kepustakaan. Penelitian 

kepustakaan akan menjadi penelitian yang menyoroti dan memfokuskan 

penelitianya diperpustakaan untuk mendapatkan informasi tanpa mengarahkan 

pemeriksaan dilapangan. Penelitian Kepustakaan adalah penelitian dengan 

menganalisis dan melakukan telaah terhadap sumber-sumber tersusun yang 
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diidentifikasi dengan objek kajian sehingga dapat diperoleh informasi yang 

jelas, sehingga bisa membantu pada penelitian ini, dan penelitian ini dapat 

diidentifikasi dengan apa yang diperkenalkan baru-baru ini.
41

 Penelitian 

yuridis normatif merupakan penelitian dengan menjadikan hukum selaku 

bangunan sistem norma, terkait asas, norma, perundangan, putusan pengadilan 

serta doktrin (ajaran).
42

 

Hal yang menjadi pengkajian yaitu konsep aturan yang berlaku pada 

masyarakat yang menjadi rujukan perbuatan tiap manusia. Penelitian ini 

fokusnya kepada inventarisasi hukum positif, asas-Asas, doktrin serta 

penemuan hukum, perbandingan dan sejarahnya.
43

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis 

normatif. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif ialah metode 

dilaksanakan dengan menelaah data sekunder Dalam kaitannya dengan 

penelitian memakai beberapa pendekatan yaitu:
44

 

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu 

memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. 

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, 
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peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk 

oleh pejabat atau lembaga negara yang berwenang dan mengikat secara 

umum. Jadi dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwasanya yang 

dimaksud dengan Statute berupa legislasi dan regulasi.
45

 Pendekatan 

peraturan perundang-undangan “statute approach” dilakukan untuk 

mengetahui penerapan pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Penelitian konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak 

dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau 

tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.
46

 Pemahaman 

konsep yang dipakai tentang otonomi daerah yang menjadi acuan dalam 

setiap pemekaran daerah di Indonesia. 

C. Sumber Bahan Hukum 

Pada penelitian hukum dalam menyelesaikan isu hukum perlu 

digunakannya bahan hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu 

sebagai berikut:
47

 

1. Sumber bahan hukum primer terdiri dari undang-undang. Adapun sumber 

bahan hukum primer yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

                                                             
45

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 96. 
46

 Marzuki, 137 
47

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 

134. 



 

 

 

35 

c. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Pembentukan, Penghapusan, dan Pengembangan Daerah. 

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Daerah. 

2. Sumber bahan hukum sekunder merupakan suatu penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, seperti buku-buku yang terkait dengan hukum, 

Rancangan Undang-Undang, skripsi, tesis, jurnal hukum, artikel hukum, 

dan kamus-kamus hukum.
48

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Ketika isu hukum dilakukan sebuah penetapan, maka peneliti 

melakukan penelusuran untuk melakukan pencarian bahan hukum dan data 

yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Sebab pada penelitian ini 

termasuk penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan 

hukumnya disinergikan dengan metode pendekatan penelitian yang dipakai. 

Prosedur atau cara dalam mengumpulkan informasi dilakukan dengan metode 

naratif, penulis mengumpulkan berbagai informasi Jurnal, Buku, Artikel, 

Paper dan lain-lain. Penulis menggunakan strategi laporan dengan 

mengumpulkan data dari catatan yang telah dibukukan sebagai sumber 

informasi penting dan tambahan. 
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E. Teknis Analisis Data 

Analisis data adalah proses menyederhanakan suatu data yang sulit 

untuk dibaca atau di interpretasikan. Analsis data akan dikaji oleh penulis dari 

sejak awal penelitian sampai selesai. Untuk menganalisis data yang akan 

dipakai dalam penelitian maka penulis menggunakan teknik analisis 

deskriptif. Data yang diperoleh nantinya akan di cek dengan klasifikasi data 

untuk mendapatkan sistematika pembahasan yang sistematis. Hal ini sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh Soedjono dan Abdurrahman analisis adalah 

sebuah metode yang dipakai guna melakukan penarikan sebuah kesimpulan 

lewat usaha memperoleh karakteristik pesan yang dilakukan dengan cara 

merata, objektif serta sistematis. Semua data yang terhimpun nantinya akan 

dilakukan pengolahan seperti berikut:
49

 

1. Pemeriksaan data yaitu menyesuaikan apakah data yang terhimpun sudah 

benar dan sesuai dengan isu atau persoalan yang penulis teliti. 

2. Penandaan data yaitu memberikan informasi data yang bisa 

menggambarkan jenis sumber data yang diperoleh (Buku-buku, Jurnal, dan 

literatur lainnya). 

3. Rekonstruksi data yaitu melakukan penyusunan kembali data yang 

diperoleh dengan teratur guna bisa mudah dimengerti. 

4. Sistematisasi data yaitu melaksanakan penempatan data sesuai kerangka 

sistematika pembahasan berdasarkan urutan permasalahan. 
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Ketika data sudah terkumpul, penulis akan mengoreksi data melalui 

cara memeriksa terhadap kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan, 

kemudian menyesuaikan catatan  berlandaskan sumber data serta rumusan 

permasalahan, kemudian di tata secara sistematis atau berurutan sehingga bisa 

menjadi suatu isu atau problematika yang dapat dimengeti, melalui cara 

melakukan penetapan data serta informasi dengan efisien sesuai terhadap 

urutan permasalahan, sehingga bisa diambil sebuah kesimpulan selaku hasil 

penelitian. 

F. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari 

beberapa tahapan. Tahapan penelitian ini berkaitan dengan proses pelaksanaan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu 

tahap pra-penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. 

Penjelasan tiap-tiap tahapan adalah sebagai berikut: 

1. Tahap-tahap pra-penelitian. 

a. Menyusun rencana penelitian. 

b. Memilih objek penelitian. 

c. Melakukan peninjauan terlebih dahulu terkait objek penelitian yang 

telah ditentukan. 

d. Mengajukan judul ke Fakultas Syariah. Peneliti mengajukan judul yang 

telah dilengkapi dengan latar belakang, rumusan masalah atau fokus 

penelitian. 

e. Membuat draft proposal penelitian. 
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2. Tahap penelitian 

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

b. Pengumpulan data atau informasi yang berkaitan dengan fokus 

penelitian. 

c. Melakukan pencatatan data 

d. Melakukan analisis data dengan menggunakan prosedur penelitian 

yang telah ditetapkan. 

3. Tahap Penyelesaian 

Pada tahapan ini merupakan tahapan yang paling akhir yaitu 

penulisan laporan atau hasil penelitian. Setelah data-data yang dibutuhkan 

terkumpul setelah melalui beberapa tahapan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

1. Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia 

Sistem pemerintahan di Indonesia dalam konstitusi Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwasanya daerah Indonesia 

dibagi atas provinsi dan provinsi dibagi atas daerah kabupaten/kota. 

Daerah yang bersifat otonom ataupun daerah yang bersifat administrasi 

semuanya itu patuh terhadap aturan yang telah dibuat di dalam undang-

undang, di dalam daerah yang bersifat otonom sekalipun akan diadakan 

badan perwakilan daerah. Oleh sebab itu di daerah sekalipun pemerintah 

akan bergerak atas dasar permusyawaratan. Dalam Pasal 18A Undang-

Undang Dasar 1945 telah diamanatkan tentang wewenang hubungan 

antara pemerintahan pusat dan provinsi, kabupaten dan kota, atau antara 

sesama provinsi semuanya sudah diatur di dalam Undang-Undangdengan 

dengan cara memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Tidak 

hanya itu, Undang-Undangjuga mengatur hubungan pelayanan umum, 

keuangan, dan pemanfaatan sumber daya alam serta sumber-sumber yang 

lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semuanya diatur 

dan diimplementasikan sesuai dengan undang-undang.
50
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Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengganti 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini dikarenakan belum efektif 

dan efisiensinya penyelenggaraan pemerintah daerah utamanya dalam 

aspek pemerintahan pusat dan daerah serta kesatuan dalam sistem 

penyelenggaraan pemerintahan negara. Proses resentralisasi yang telah 

terjadi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ke Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang ternyata masih mengalami 

pembaharuan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini arah sentralisasi bisa 

dilihat dari konsideran yang menyatakan bahwasanya efektivitas dan 

efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan lagi 

dengan cara lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara 

pemerintah pusat dan daerah, keanekaragaman dan potensi daerah, dan 

juga peluang tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem 

penyelenggaraan pemerintahan negara.
51

 

2. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Undang-Undangpemerintahan daerah suatu kebijakan politik yang 

dirancang untuk membangun pemerintahan yang dapat memberikan 

dukungan kepada kekokohan keberadaan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Adapun upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia struktur pemerintahan harus dirancang dengan 

sentralistis. Masalah yang sering menjadi fokus perhatian dalam studi 
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tentang pemerintahan daerah adalah asas otonomi dan pelaksanaan 

desentralisasi dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah 

daerah.
52

 

Sejak reformasi sampai saat ini, beberapa kali sudah terjadi 

perubahan Undang-Undangpemerintahan daerah. Pasca reformasi Undang-

Undangyang pertama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, kemudian 

diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-

Undangini dilakukan perubahan terkait pelaksanaan pemilihan kepala 

daerah tetapi dalam hal substansi kebijakan dalam pengelolaan 

pemerintahan daerah tidak mengalami perubahan, kemudian diganti 

menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian 

dilakukan perubahan di dalam Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang) Nomor 2 Tahun 2015, dalam perpu tersebut hanya 2 

Pasal saja yang dibatalkan yaitu terkait dengan pemilihan kepala daerah 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
53

 

Sebagai Negara Kesatuan Republik, Indonesia menerapkan 

pembagian urusan pusat dan daerah dengan mengacu kepada pola 

desentralisasi, dekonsentralisasi dan juga medebewind, dalam pola 

hubungan antara pusat dan daerah sejak berlakunya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1974 sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 telah mengalami dinamika perubahan. Undang-Undang 
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Nomor 5 Tahun 1974 disebut sebagai pola ultra vires doctrine 

dikarenakan kewenangan yang diberikan kepada daerah daerah itu dirinci 

satu persatu, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan yang diberikan 

bersifat residual power dikarenakan semua kewenangan di pasrahkan 

kepada daerah, kecuali urusan-urusan yang ditangani oleh pemerintah 

pusat.
54

 

3. Konsep Pemekaran Wilayah 

Secara substansi, pemekaran wilayah sendiri pada hakekatnya 

bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepentingan umum masyarakat 

sehubungan dengan percepatan pembangunan ekonomi daerah, 

peningkatan keamanan dan ketertiban, guna tercapainya keselarasan 

pembangunan antara pusat dan daerah. Secara yuridis, dasar pembentukan 

daerah terdapat dalam Pasal 18 UUD 1945, yang berarti bahwa wilayah 

Indonesia dibagi menjadi daerah induk (provinsi) dan daerah provinsi 

menjadi daerah yang lebih kecil.
55

 Secara umum, pemekaran wilayah 

merupakan pembentukan daerah administratif baru baik ditingkat provinsi 

maupun kota/kabupaten dari daerah induknya. Pemekaran wilayah pada 

dasarnya adalah bentuk inisiatif dari pemerintah kabupaten dalam 

melakukan pemerataan dan pembagian daerah pada tingkat yang lebih rapi 

dan merata, supaya tidak terjadi tumpang tindih, baik secara administratif 
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maupun secara sumber potensi alam yang ada di daerah tersebut. Pada 

dasarnya, adanya pembentukan suatu daerah dalam struktur negara 

Indonesia dimaksudkan demi meningkatnya pelayanan publik untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan sebagai 

pendidikan politik lokal. Pemekaran wilayah juga dipahami sebagai 

bentuk harapan untuk mengurus dan mengembangkan potensi daerah 

beserta masyarakatnya, yang nantinya diharapkan mampu mengatasi 

keterbelakangan yang disebabkan karena adanya jangkauan pelayanan 

publik yang terlalu luas, maka dalam hal ini pemerintah memberi 

kesempatan bagi daerah tersebut untuk mendirikan pemerintahan sendiri 

tapi dengan berdasarkan potensi yang dimiliki. Djohermansyah Djohan 

dalam Blue Print Otonomi Daerah di Indonesia menjelaskan bahwasanya 

konsep pemekaran daerah dari tiga dimensi, yaitu: dimensi politik, 

dimensi administrasi, dan dimensi kesenjangan wilayah.
56

 

f. Dimensi Politik 

Sejak awal, kebutuhan akan desentralisasi atau pembentukan 

daerah otonom bukan didasarkan pada perkembangan teknis tetapi 

berdasarkan konflik politik yang terjadi antara pusat dan daerah. 

Adapun dimensi politik dari dari pembentukan daerah yaitu 

pemerintahan yang dibatasi sebagai bagian dari suatu landasan untuk 

kesamaan dan kebebasan politik. Dimensi politik desentralisasi 
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mencakup beberapa faktor, yaitu: Faktor sosial budaya, faktor 

geografis, faktor demografi, dan juga faktor sejarah.
57

 

Faktor sosial budaya memaknai bahwa ketika masyarakat 

terlibat dengan suatu sistem budaya sendiri yang membawa perbedaan 

identitas budaya dengan masyarakat lain. Maka yang terjadi adalah 

secara politis ikatan kesatuan masyarakat tersebut akan lebih kuat. 

Secara langsung faktor ini terkait dengan persoalan keagamaan dan 

etnisitas. Faktor geografi, pembentukan daerah otonom sangat terkait 

dengan pembentukan daerah otonom akibat munculnya ikatan-ikatan 

yang bermotif politik dari masyarakat yang tertinggal di suatu daerah. 

ikatan tersebut bisa dilatarbelakangi oleh kesatuan geografis maupun 

sejarah, masyarakat pada akhirnya merasa dihubungkan oleh ikatan 

tersebut secara politis. Kuat dan lemahnya ikatan tersebut bergantung 

pada seberapa besar daya tarik politik terhadap adanya ataupun 

hadirnya kesatuan tersebut sebagai kesatuan politis.  

Faktor demografi, memaknai bahwasanya populasi penduduk 

yang bersatu akan mendorong lahirnya kesatuan penduduk secara 

politis, suatu masyarakat dengan populasi penduduknya akan 

mempunyai tingkat kesatuan politis yang lebih tinggi dibanding 

dengan masyarakat yang penduduknya terpecah. Jika faktor ini 

dikolaborasikan dengan kesatuan secara geografis, maka secara politis 

kekuatan pembentukan kesatuan masyarakat tersebut akan menjadi 
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lebih kuat dan secara langsung akan semakin mendorong terciptanya 

daerah otonom. Faktor sejarah, Faktor sejarah, memaknai bahwasanya 

struktur sejarah pemerintahan masa lalu dari suatu masyarakat akan 

berpengaruh terhadap untuk menjadikan daerah otonom baru. 

Meskipun terkadang sejarah berlangsung dengan cara terputus-putus 

dalam waktu yang tidak sedikit, akan tetapi hal tersebut tetap menjadi 

faktor yang mengikuti kemunculan daerah otonom. Apalagi ketika 

sejarah tersebut simbolnya masih kental dalam suatu masyarakat, 

meskipun hanya dalam bentuk upacara-upacara budaya.
58

 

g. Dimensi Administrasi 

Kebutuhan desentralisasi dalam perspektif administrasi 

merupakan upaya untuk membangun hubungan dengan wilayah 

pelayanan dengan membentuk organisasi pelaksanaan di dalam 

wilayah kerja atau daerah untuk sejumlah tugas-tugas. Wilayah-

wilayah yang disentralisasikan atau yang diberi status otonom diyakini 

akan memberikan peningkatan dalam pelaksanaan administrasi dan 

pelayanan terhadap masyarakat, karena desentralisasi bisa memberikan 

peluang pada kepada penyesuaian administrasi dan pelayanan terhadap 

karakteristik wilayah-wilayah yang beraneka ragam sebagai bentuk 

konsekuensi dari perbedaan-perbedaan yang membentuk geografis. 

Dalam hal ini geografi menjadi dasar penentuan batas-batas 
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administrasi, yang mana suatu wilayah geografis dengan wilayah yang 

relatif kecil diharapkan mampu atau tepat dalam hal berikut:
59

 

1) Pelayanan bisa lebih optimal dikarenakan wilayah pelayanan relatif 

sempit 

2) Dalam melakukan pelayanan lebih responsif karena lebih dekat 

dengan komunitas yang dilayani 

3) Pengawasan bisa berjalan lebih efektif dikarenakan wilayah 

pengawasan yang relatif sempit 

4) Partisipasi masyarakat lebih luas dikarenakan akses masyarakat 

yang sudah lebih terbuka 

5) Masyarakat lebih mudah untuk konsultasi karena instansi 

pemerintahan sudah dekat dengan masyarakat 

Dilihat dari sudut pandang administrasi, selain menyangkut 

terkait teknis pelaksanaan, pemberian desentralisasi juga menyangkut 

pembentukan kelembagaan yang obyektif. Teknik pembentukan 

daerah otonom juga terkait dengan aspek-aspek ekonomi. Dalam hal 

ini aspek-aspek pembahasan ekonomi menjadi dasar dari pembentukan 

daerah otonom yang baru muncul disebabkan banyaknya kota-kota 

berkembang yang tumbuh sebagai akibat dari perkembangan kegiatan 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam industrialisasi 

sudah melahirkan sebuah konsep baru tentang kemunculan daerah 

otonom. Teori ini berpendapat bahwasanya daerah otonom tidak 
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mungkin terbentuk ketika daerah tidak bisa memenuhi pelayanan 

minimal yang dibutuhkan di dalam masyarakat. 

h. Dimensi kesenjangan wilayah 

Banyak kasus dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional 

dalam hubungannya dengan pemerintahan daerah sering adanya 

ketidakseimbangan dalam perkembangan antar daerah. Ada daerah 

yang menjadi sangat maju, akan tetapi ada daerah yang mengalami 

sebaliknya yaitu daerah tersebut relatif tidak berkembang dan lebih 

parahnya lagi bahkan mengalami kemunduran setelah berjalannya 

pemerintahan. Hubungan antara daerah yang maju dengan daerah yang 

tertinggal tidak menimbulkan permasalahan, selama hubungan tersebut 

bersifat komplementer. Akan tetapi berbeda ketika hubungannya 

berkembang menjadi kooptasi daerah maju terhadap daerah yang 

tertinggal sehingga akan mengakibatkan perlawanan dari daerah yang 

tertinggal, dan konsep ini juga yang melandasi pemikiran hubungan 

dalam persoalan pembentukan daerah otonom.  

Teori kesenjangan wilayah ini mengatakan bahwasanya 

otonomi terbentuk karena adanya kesenjangan antara wilayah di dalam 

satu daerah. Disatu sisi pemekaran wilayah dapat memberikan tempat 

bagi aspirasi, keberagaman dan otonomi lokal, akan tetapi pada sisi 

yang berbeda fenomena pemekaran daerah dianggap mengkhawatirkan 

ketika melihat pemekaran daerah tercipta hanya untuk kepentingan 

politik beberapa kelompok, dan hal semacam ini berpengaruh dengan 
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tidak tersedianya infrastruktur, pembiayaan dan personal, dan adanya 

ketergantungan kepada daerah induk dan pemerintah pusat. Bahkan 

ada beberapa daerah yang terjadi konflik antara masyarakat daerah dan 

konflik antara daerah pemekaran dan daerah induk.
60

 

Pemekaran daerah adalah suatu daerah yang sebelumnya 

merupakan daerah satu kesatuan yang utuh yang akhirnya dimekarkan 

atau dibagi menjadi menjadi beberapa bagian daerah gunu untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Sebagimana 

yang tercantum didalam Pasal 33 ayat (1) huruf a Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwasanya 

pemekaran daerah merupakan pemecahan provinsi atau daerah 

kabupaten/kota untuk menjadi dua daerah atau lebih.
61

 

Pemekaran daerah di Indonesia pada awalnya dilandasi oleh 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, 

yang mana pada Pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwasanya suatu daerah 

dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah,
62

 akan tetapi setelah 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka 
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konsep pemekaran wilayah tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat 

(4).
63

 

Persyaratan dalam pembentukan daerah otonom telah diatur di 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah yang mana disitu juga mengatur pemekaran daerah, Adapun 

persyaratan dalam pembentukan daerah otonom menurut Pasal 5 ayat 

(1) Undang-Undangpemerintahan daerah meliputi syarat administrasi, 

syarat fisik, syarat teknis dan syarat kewilayahan. Sedangkan dalam 

Pasal 33 ayat (3) meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan dasar 

kapasitas daerah. Persyaratan administrasi untuk daerah provinsi dan 

daerah kabupaten mempunyai susunan yang berbeda. Daerah provinsi 

harus melewati persetujuan DPRD kabupaten/kota dengan 

bupati/walikota yang akan menjadi bagian wilayah provinsi induk, 

untuk daerah kabupaten/kota harus meliputi keputusan musyawarah 

desa yang akan menjadi bagian wilayah daerah kabupaten/kota, 

persetujuan DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota 

daerah induk, dan persetujuan Bersama DPRD provinsi dengan 

Gubernur daerah provinsi yang meliputi daerah persiapan 

kabupaten/kota yang dibentuk.
64

 

Syarat dan mekanisme untuk pembentukan daerah otonom baru 

lebih ketat dan lebih terperinci setelah berlakunya Undang-Undang 
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Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Syarat pembentukan 

daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berubah 

menjadi persyaratan daerah persiapan, yang mana telah diatur dalam 

Pasal 33 ayat (3) yang membagi persyaratan pembentukan daerah 

persiapan menjadi persyaratan administrasi dan persyaratan dasar. 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini 

pemekaran daerah sudah tidak bisa dilakukan secara otomatis lagi, 

karena disini akan ada jeda waktu persiapan untuk daerah yang akan 

melakukan pemekaran sebelum daerah tersebut menjadi daerah 

otonom baru. Hari Sabarno menyatakan bahwasanya tujuan kebijakan 

dalam pemekaran daerah sudah banyak dituangkan dalam berbagai 

kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah ada, baik itu di peraturan 

pemerintah maupun undang-undang.
65

 

Dalam rangka mewujudkan terciptanya otonomi daerah yang 

dinamis, nyata dan serasi, dan tanggung jawab maka ada suatu prinsip-

prinsip otonomi daerah yaitu: 

1) Dinamis, artinya urusan pemerintahan yang sesuai dengan 

dinamika dan perkembangan di masyarakat 

2) Nyata, artinya urusan pemerintahan yang sudah sesuai dengan 

kebutuhan dalam pembangunan 
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3) Seasi, artinya segala urusan atau persoalan dilakukan sesuai 

dengan tata cara kebijaksanaan pemerintah pusat 

4) Bertanggungjawab, artinya apa yang dilakukan tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku didalam 

negara kita. 

Pemekaran wilayah merupakan pemisah suatu wilayah dari 

wilayah induknya dan membentuk wilayah baru dengan 

mempertimbangkan berbagai macam aspek yang ada di dalam 

masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-

Undangyang sudah berlaku.
66

  

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Bab IV 

dijelaskan tentang penataan daerah yaitu:
67

 

1) Dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah 

2) Penataan daerah yang dimaksud adalah sebagaimana terdapat 

dalam Pasal (1) ditujukan supaya: 

a) Mewujudkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah 

b) Mempercepat kesejahteraan masyarakat 

c) Mempercepat peningkatan pelayanan publik 

d) Meningkatkan tata Kelola pemerintahan 

e) Meningkatkan daya saing daerah dan daya saing nasional 
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f) Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah 

3) Penataan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 

pembentukan daerah dan penyesuaian daerah 

4) Pembentukan daerah dan penyesuaian daerah sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (3) bisa dilakukan berdasarkan pertimbangan 

kepentingan strategis nasional. 

5) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 

(3) berupa: 

a) Pemekaran daerah 

b) Penggabungan daerah 

6) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencakup pembentukan daerah provinsi dan pembentukan daerah 

kabupaten/kota. 

Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

mengatakan bahwasanya pemekaran daerah adalah pemecahan daerah 

provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih 

daerah baru, atau penggabungan bagian daerah dari daerah lain yang 

bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah. Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menentukan bahwasanya daerah 

yang akan melakukan pemekaran harus melalui tahap daerah persiapan 

dalam waktu tiga tahun, guna menjadikan daerah yang akan 

dimekarkan sudah benar-benar siap dalam rangka mengatur dan 
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mengurus kepentingan daerahnya dan tentunya tidak membebani 

daerah induknya.
68

 

Secara umum, pembentukan daerah persiapan harus memenuhi 

dua persyaratan sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal 33 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Persyaratan pertama, persyaratan dasar yang mana persyaratan 

dasar tersebut dibagi atas persyaratan dasar kewilayahan yang dapat 

meliputi jumlah minimal penduduk, luas minimal wilayah, cakupan 

wilayah, batas wilayah, dan batas usia minimal daerah provinsi, daerah 

kabupaten/kota, dan kecamatan. Persyaratan dasar kedua yang harus 

dipenuhi adalah persyaratan kapasitas daerah yang meliputi:
69

 

1) Geografi 

2) Demografi 

3) Keamanan 

4) Sosial politik, tradisi, dan adat istiadat 

5) Potensi ekonomi 

6) Keuangan daerah 

7) Kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

Persyaratan kedua yang harus dipenuhi untuk pembentukan 

daerah persiapan yaitu persyaratan administratif, dan di dalam 

persyaratan administratif ini terbagi lagi atas persyaratan administratif 
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untuk pemebentukan daerah persiapan provinsi dan pembentukan 

daerah persiapan kabupaten/kota. Adapun untuk persyaratan 

administratif pembentukan daerah persiapan provinsi adalah sebagai 

berikut: 

1) Persetujuan DPRD kabupaten/kota yang mana akan menjadi 

bagian wilayah di daerah persiapan 

2) Persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur daerah provinsi 

induk 

Adapun persyaratan administratif untuk pembentukan daerah 

persiapan kabupaten/kota sebagai berikut: 

1) Keputusan musyawarah dari desa yang mana akan menjadi bagian 

wilayah daerah kabupaten/kota 

2) Persetujuan DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota 

daerah induk 

3) Persetujuan DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi 

yang akan mencakupi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan 

dibentuk.
70

 

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) proses 

pemekaran daerah kabupaten/kota, daerah persiapan diusulkan oleh 

gubernur kepada pemerintah pusat, DPRD RI, DPR RI dengan 

melampirkan persyaratan dasar administratif dan persyaratan 

kewilayahan yang mana telah dipenuhi sebagai syarat pembentukan 
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daerah persiapan kabupaten/kota ataupun provinsi. Berdasarkan hal 

tersebut, dalam hal ini pemerintah pusat melakukan suatu penilaian 

terhadap pemenuhan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, 

dan hasil penilaian itu disampaikan kepada DPR RI oleh pemerintah 

pusat guna untuk mendapat persetujuan. 

Dalam hal ini DPR RI menyetujui usulan pembentukan daerah 

persiapan dan pemerintah pusat kemudian membentuk tim kajian 

independen guna untuk melakukan kajian terhadap persyaratan dasar 

kapasitas daerah. Kemudian hasil kajian tim independen akan 

disampaikan kepada pemerintah pusat, oleh pemerintah pusat 

dimusyawarahkan dengan DPR RI, dan hasil dari musyawarah tersebut 

akan dijadikan dasar pertimbangan oleh pemerintah pusat di dalam 

menetapkan apakah daerah tersebut layak dalam pembentukan daerah 

persiapan, dan yang harus diketahui juga bahwasanya dalam 

menetapkan daerah persiapan, maka ditetapkan dengan peraturan 

pemerintah. Oleh karena itu, selama daerah persiapan tersebut 

menjalani tahapan daerah persiapan, maka Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 menentukan bahwa pemerintah pusat harus melakukan 

pembinaan, pengawasan, dan juga mengevaluasi daerah persiapan 

tersebut, dan pemerintah pusat akan menyampaikan hasil pembinaan, 

pengawasan dan hasil evaluasi tersebut kepada DPR RI. Terkait 

dengan lembaga negara yang sudah disebut di atas dalam hal ini 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menentukan wajib 
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melakukan pengawasan kepada daerah persiapan yang sudah 

terbentuk. 

Adapun Jangka waktu yang harus ditempuh oleh satu daerah 

persiapan untuk bisa dibentuk menjadi satu daerah baru yaitu 3 (tiga) 

tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, oleh sebab itu Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwasanya setelah satu daerah 

persiapan melalui jangka waktu yang telah ditentukan, maka 

pemerintah pusat wajib melakukan evaluasi akhir dan dalam hal ini 

untuk menentukan apakah daerah persiapan tersebut layak atau tidak 

untuk dijadikan satu daerah baru. Apabila daerah persiapan tersebut 

dinyatakan layak, maka pembentukan daerah tersebut ditetapkan 

dengan Undang-Undangpembentukan daerah, dan apabila daerah 

tersebut tidak layak, maka statusnya sebagai daerah persiapan dicabut 

dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan ke daerah induknya.
71

 

B. Pemekaran Daerah dan Keadilan Sosial dalam Sistem Ketatanegaraan di 

Indonesia 

1. Sistem Ketatanegaraan di Indonesia 

Indonesia adalah negara yang mempunyai aturan ketatanegaraan 

yang sangat kompleks. Semua aturan-aturan ketatanegaraan tersebut tidak 

hanya diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, disebabkan karena 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar ketatanegaraan sangat 

terbatas. Mohammad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengatakan 

                                                             
71

 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah 



 

 

 

58 

bahwasanya di dalam hukum tata negara dikenal juga apa yang disebut 

kebiasaan ketatanegaraan (convention). Kebiasaan ketatanegaraan diterima 

dan dijalankan, serta mempunyai kekuatan yang sama dengan Undang-

undang.
72

 Konvensi ketatanegaraan sebagai konstitusi yang tidak tertulis 

memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan sistem 

pemerintahan, baik itu konvensi yang bersifat kebiasaan ketatanegaraan 

(costum) ataupun kesepakatan yang bersifat kesepakatan (agreement) 

Konvensi ketatanegaraan mempunyai kedudukan yang sangat kuat di 

dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Konvensi ketatanegaraan 

adalah bagian dari norma hukum konstitusi yang tidak tertulis dan 

berfungsi untuk menyempurnakan, melengkapi, bahkan mengubah dan 

menyatakan tidak berlakunya substansi konstitusi tertulis (Undang-

Undang Dasar 1945) sebagai norma hukum tertinggi di dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.
73

 

Kemerdekaan bangsa Indonesia ditandai dengan adanya 

proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat 

serta bebas dari kolonialisasi negara lain. Meskipun setelah proklamasi 

terjadi masih ada beberapa kejadian yang termasuk ke dalam rangkai 

perjuangan kemerdekaan yang harus dihadapi. Contohnya serangan balik 

dari Belanda di berbagai daerah di Indonesia sampai tahun 1999. Pada 
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masa-masa awal kemerdekaan Indonesia sudah menjadi awal 

pembentukan sistem pemerintah dan ketatanegaraan di Indonesia. Dalam 

hal ini kekalahan jepang kepada sekutu secara tidak langsung maupun 

tidak sudah mengantarkan Indonesia kepada suatu kemerdekaan. Jika 

diperinci maka makna kemerdekaan yaitu: 

a. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia 

b. Puncak dari perjuangan pergerakan kemerdekaan 

c. Menolak dari segala sesuatu yang membuat penderitaan terhadap 

rakyat dan awal mulanya sejarah pemerintahan dan sistem 

ketatanegaraan di Indonesia.
74

 

Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur secara terang terkait 

dengan sistem pemerintahan yang dianut, akan tetapi berdasarkan norma-

norma serta berdasarkan pada doktrin atau konsep-konsep, maka diketahui 

bahwasanya sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem pemerintahan 

presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem 

pemerintahan yang mana badan eksekutif dan legislatif mempunyai 

kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan 

secara langsung sebagaimana dalam sistem pemerintahan parlementer. 

Badan eksekutif dan legislatif dipilih langsung oleh rakyat secara 

terpisah.
75

 Dalam sistem pemerintahan presidensial kedudukan eksekutif 
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tidak bertanggung jawab kepada eksekutif, yang artinya kekuasaan 

eksekutif berada di luar pengawasan langsung oleh parlemen.
76

  

Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki konstitusi atau 

Undang-Undang Dasar sebagai peraturan tertulis yang tinggi yang 

menjamin kepastian hukum yang mengikat seluruh warga negara baik itu 

ke dalam maupun ke luar dalam mengatur tata cara pemerintahan dan 

menjamin pemisahan kekuasaan negara serta aparatur negara dengan 

kesepakatan nasional yang disepakati oleh penyelenggara negara.
77

 Secara 

teori, konstitusi diberi pengertian dan makna yang berbeda-beda, 

tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Hal tersebut disebabkan 

karena konstitusi menjadi objek kajian dari beberapa ilmu, contohnya 

politik dan hukum.  

Konstitusi secara umum dimaknai sebagai aturan dasar yang 

mengatur organisasi negara dengan semua seluk beluknya. Adapun hal 

yang diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar dikenal sebagai 

“materi muatan” yang bisa dikumpulkan ke berbagai jenis. Contohnya, 

perlindungan dalam hak asasi manusia dan perlindungan hak-hak warga 

negara, susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental dan pembagian 

batas-batas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Sebagai aturan 

hukum, Konstitusi diposisikan sebagai peraturan perundang-undangan 

yang tertinggi di dalam sebuah negara. Kita bisa melihat hal ini di Negara 
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Indonesia, Australia, Filipina dan lain-lain. Konsekuensinya untuk 

melindungi dan menjamin kedudukan ini, kemudian lahirlah mekanisme 

pengujian untuk memastikan bahwasanya peraturan peraturan perundang-

undangan yang ada dibawahnya tidak bertentangan dengan konstitusi, baik 

itu bertentangan dengan norma materi muatan ataupun bertentangan 

dengan asas-asas yang ada dalam konstitusi yang berkaitan.
78

 

Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan disebabkan 

karena adanya berbagai kelemahan yang dimiliki oleh Undang-Undang 

Dasar 1945. Rangkaian perubahan tersebut terjadi dalam jangka waktu 

1999-2002 memperlihatkan perubahan yang mendasar tentang materi-

materi muatan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

Perubahan tersebut secara umum meliputi: 

a. Perubahan Paradigma 

b. Meniadakan suatu ketentuan yang dapat menimbulkan kerancuan, atau 

dianggap tidak bermanfaat 

c. Menyempurnakan ketentuan yang telah ada 

d. Menegaskan hal-hal yang tidak dapat diubah 

e. Menambah sebuah ketentuan atau mengganti ketentuan yang lama 
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Selain perubahan itu, juga mencakup terkait perubahan yang 

bersifat penegasan pembatasan kekuasaan, perimbangan kekuasaan, dan 

materi yang baru.
79

 

Adanya perubahan paradigma ialah dengan tujuan membangun 

paradigma baru yang terefleksi dalam Pasal-Pasal mengenai pemerintahan 

daerah yang menegaskan terkait dengan prinsip otonomi dan juga tugas 

pembantuan sebagai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Kemudian adanya perubahan kedudukan dan status Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang pada awalnya merupakan lembaga 

negara tertinggi menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga-

lembaga yang lain, dan hal ini juga dikategorikan sebagai wujud 

perubahan paradigma.  

Penyempurnaan kepada ketentuan yang sudah ada terlihat pada 

norma mengenai pemilihan umum untuk mengisi jabatan Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun ketentuan-ketentuan terkait dengan 

pembentukan Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi 

Yudisial adalah contoh suatu perubahan yang memasukkan materi baru, 

sedangkan untuk melihat norma terkait dengan perimbangan kekuasaan 

terdapat pada aturan mengenai kekuasaan konstitusional presiden dalam 

memberikan tindakan dalam menghapus hukuman pidana yang sudah 

dijatuhkan ataupun belum dijatuhkan kepada orang-orang, Pengampunan 

baik dalam bentuk pengurangan, keringanan, perubahan atau penghapusan 
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perilaku kriminal kepada terpidana yang diberikan oleh presiden, dan juga 

rehabilitasi. Hal yang lain juga bisa ditemukan di dalam ketentuan terkait 

perlunya pertimbangan maupun pendapat DPR dalam hal-hal tertentu, 

contohnya mengangkat duta dan konsul. Perubahan yang berkaitan dengan 

pembatasan kekuasaan ialah terdapat dalam Pasal 7 yang membatasi masa 

jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal dua kali masa jabtan. 

Terkait dengan ketentuan lama ditemukan dalam adanya penghapusan 

penjelasan.
80

 

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dan sumber 

hukum tertinggi dalam Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 

1945 menjadi perwujudan dari dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila 

yang telah disebutkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

Sistem Ketatanegaraan di Indonesia sudah mengalami perubahan baik itu 

sebelum dan sesudah amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar 

1945 memberikan dampak perubahan yang besar terhadap sistem 

ketatanegaraan dan perundangan di Indonesia. Salah satu yang merupakan 

agenda penting dalam reformasi ialah amandemen terhadap Undang-

Undang Dasar 1945 yang pada akhirnya berhasil dilaksanakan selama 4 

tahun berturut-turut melalui sidang Tahunan MPR pada tahun 

1999,2000,2001,2002. Reformasi di dalam sistem perundang-undangan 

Indonesia ini dilakukan dengan melalui beberapa pertimbangan 

menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan negara Indonesia. 
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Diadakannya amandemen ini diharapkan Undang-Undang Dasar 1945 

yang menjadi dasar hukum Negara Indonesia bisa lebih menyerap 

kebutuhan rakyat sesuai keadaan yang terjadi saat ini. 

Latar belakang terjadinya pelaksanaan amandemen Undang-

Undang Dasar 1945 ialah:
81

 

a. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 kekuasan tertinggi ada di tangan 

MPR yang dalam hal ini MPR sepenuhnya melaksanakan kedaulatan 

rakyat. Sehingga berpengaruh pada chek and balance kepada instusi-

instusi ketatanegaraan. 

b. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar 

kepada kekuasaan eksekutif (presiden), Undang-Undang Dasar 1945 

menganut sistem executive heavy yang artinya kekuasaan dominan 

berada di tangan presiden dan dilengkapi dengan berbagai hak 

konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (memberi grasi, 

amnesti, dan rehabilitasi), dan juga kekuasaan legislatif karena 

memiliki kekuasaan untuk membentuk Undang-undang 

c. Undang-Undang Dasar 1945 didalamnya mengandung Pasal-Pasal 

yang luwes dan fleksibel yang akhirnya menimbulkan lebih dari satu 

penafsiran, contohnya terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 

1945 sebelum di amandemen. 

d. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan banyak kewenangan kepada 

kekuasaan presiden dalam mengatur hal-hal yang penting dengan 
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undang-undang. Dalam hal ini presiden juga memegang kekuasaan 

legislatif yang nantinya presiden bisa merumuskan hal-hal penting 

sesuai keinginannya dalam Undang-undang. 

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan 

dengan beberapa kesepakatan dari panitia yang anatra lain adalah:
82

 

a. Sistematika, aspek kesejarahan dan orisinalitas di dalam pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 tidak diubah 

b. Mempertegas sistem pemerintahan Presidensial 

c. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

d. Penjelasan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan dan hal-

hal yang normatif dalam penjelasan dimasukkan di dalam Pasal-Pasal 

e. Perubahan dilakukan dengan cara adendum 

Pasca dilakukan amandemen, MPR yang pada awalnya berisi 

anggota-anggota DPR dan juga kelompok-kelompok fungsional tambahan, 

militer sudah di rubah sehingga pada akhirnya anggota MPR hanya terdiri 

dari anggota-anggota DPR dan DPD. Ketika anggota DPR mempunyai 

kepentingan-kepentingan partai politik, maka anggota DPD mewakili 

kepentingan-kepentingan daerah yang diwakilinya. Anggota DPR dipilih 

oleh rakyat jadi tidak ada lagi istilah kursi pesanan untuk militer dan 

golongan-golongan yang lain. Perubahan pada sistem pemerintahan juga 

terlihat pada kekuasaan MPR yang pada awalnya MPR memiliki 
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kekuasaan yang tidak terbatas berubah menjadi kedaulatan berada di 

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 

Amandemen ini juga mencabut kekuasaan yang awalnya presiden 

membuat Undang-Undangsetelah diamandemen menjadi DPR yang 

membuat Undang-undang. Dari sini bisa terlihat bahwasanya amandemen 

ingin mempertegas posisi check and balances antara presiden sebagai 

lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif. Meskipun 

amandemen telah dilaksanakan, presiden tetap memegang hak veto secara 

absolut dalam menolak semua rancangan Undang-Undangyang dibuat oleh 

DPR pada tahap pembahasan. Dalam hal ini Langkah reformasi lembaga 

legislatif setelah dilakukannya amandemen ialah dengan dibentuknya 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yang dimaksudkan dalam memberi 

kesempatan kepada masyarakat daerah untuk ikut berperan aktif di dalam 

melakukan sistem pemerintahan, yang mana ide ini sejalan dengan konsep 

otonomi daerah yang sudah berjalan. Akan tetapi, otoritas DPD sangatlah 

terbatas jika dibandingkan dengan otoritas DPR. 

2. Kesesuaian Pemekaran Daerah dengan Prinsip Keadilan Sosial 

Pengertian kata adil lebih menekankan kepada tindakan yang tidak 

berdasarkan atas kesewenangan, sesungguhnya dalam setiap diri manusia 

telah ada sumber kebenaran yang disebut hati Nurani, yang menuntun 

setiap hati nurani manusia yang beriman adalah tuhan supaya manusia 

senantiasa bisa berbuat adil sesuai dengan salah satu sifat tuhan yang maha 

adil. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang mana 
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tindakan tersebut tidak berdasarkan kesewenang-wenangan, atau tindakan 

yang berdasarkan norma-norma, baik itu norma agama, norma kesopanan, 

norma kesusilaan, norma etika dan norma hukum. Beberapa ahli banyak 

yang memberikan makna dari kata adil berdasarkan sudut pandang 

masing-masing dari mereka dan tentunya terdapat perbedaan dalam hal 

tersebut, akan tetapi tetap berpegang kepada dasar-dasar yang sama.
83

 

Gagasan atau ide untuk membangun hukum di Indonesia yang 

berkeadilan merupakan gagasan dan ide yang sudang sangat lama, cita 

untuk membangun hukum yang berkeadilan ini senantiasa akan menjadi 

perbincangan dari generasi ke generasi, termasuk pada generasi Indonesia 

saat ini.
84

 Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara keadilan merupakan 

hal yang sangat penting. Keadilan juga menjadi salah satu prinsip dalam 

hidup berbangsa dan bernegara, seperti ketertiban keadilan, kebebasan dan 

kesejahteraan umum, dan terciptanya keadilan dan ketertiban bagi seluruh 

bangsa Indonesia menjadi tugas dari penyelenggara negara. Undang-

Undang Dasar 1945 sudah menjelaskan bahwasanya latar belakang 

didirikannya negara Indonesia supaya menjadi negara adil dan sejahtera.
85

 

Al-qur‟an juga menjelaskan tentang keadilan sebagaimana yang terdapat 

dalam Surah An-Nahl ayat 90 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) 

berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan 
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Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” 

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama 

dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, 

menurutnya kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat 

mengesampingkan atau menggangu rasa keadilan dari setiap orang yang 

telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Oleh 

karena itu, sebagian kalangan menilai cara pandang John Rawls sebagai 

perspektif “liberal-egalitarian of social justice”. Secara spesifik, John 

Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan 

dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan 

posisi asali (original position) dan selubung ketidaktahuan (veil of 

ignorance). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah 

memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep John Rawls 

mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya 

situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat 

serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan 

yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat 

kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-

orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara 

seimbang.
86
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Bidang pokok keadilan menurut John Rawls adalah susunan dasar 

masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi, karena 

susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap 

prospek kehidupan individu. Memang terdapat berbagai masalah pokok di 

mana katagori adil dan tidak adil dapat diterapkan. Tidak hanya bidang 

hukum dan politik, tetapi juga perilaku, keputusan dan penilaian 

individual. Dengan demikian terdapat berbagai problem keadilan. John 

Rawls memusatkan diri pada bidang utama keadilan yang menurut dia 

adalah susunan dasar masyarakat. Sususnan dasar masyarakat meliputi 

konstitusi, pemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, pasar kompotitif, 

dan susunan keluarga monogami. Dari penjelasan tersebut tanpak bahwa 

Rawls memusatkan diri pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang 

membutuhkan kerjasama. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah 

mendistribusikan beban dan keuntungan sosial yang meliputi kekayaan, 

pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, 

hak-hak dan kebebasan. Beban kerjasama sosial meliputi segala macam 

bea dan kewajiban seperti misalnya kewajiban atas pajak.
87

 

Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, 

problem utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada 

sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar 

masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut akan 

menetapkan bagaiman struktur dasar harus mendistribusikan prospek 
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mendapatkan barang-barang pokok. Menurut Rawls kebutuhan-kebutuhan 

pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, 

kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan. Jadi dalam kerangka dasar 

struktur masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pokok (primary goods) 

terutama dapat dipandang sebagai sarana mengejar tujuan dan kondisi 

pemilihan yang kritis serta seksama atas tujuan dan rencana seseorang. 

Jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, menurut John Rawls 

prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal:
88

 

a. Prinsip keadilan harus memberi penilaian kongkret tentang adil 

tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional. 

b. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam 

memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk 

mengoreksi ketidak adilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu. 

Dalam masyarakat demokrasi, keadilan menjadi suatu kewajiban, 

karena keadilan sosial menjadi elemen yang sangat penting demi 

terwujudnya perdamaian dan kesejahteraan, dalam Negara Indonesia 

keadilan sosial merupakan asas kelima dalam asas ideologi negara 

Pancasila. Untuk pertama kalinya Pancasila disampaikan oleh Soekarno 

dalam pidatonya pada satu juni 1945 dalam sidang umum pertama badan 

penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Pancasila merupakan 

hasil perumusan dari kekayaan nilai dan interaksi di masyarakat Indonesia 

untuk kemudian dijadikan identitas diri dan kepribadian bangsa Indonesia. 
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Akan tetapi, pada kenyatannya keadilan masih sangat jauh dari dari cita-

cita dan harapan nilai-nilai keadilan yang sudah direncanakan sejak awal. 

Kemerdekaan.
89

 

Keadilan menjadi masalah yang penting dalam berkehidupan 

berbangsa dan bernegara dalam rangka memberikan rasa aman di dalam 

melaksanakan berbagai aktivitas sehari-hari, dan juga hak asasi manusia 

serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
90

 Dalam hal ini 

keterbukaan informasi oleh pemerintah dan pejabat publik kepada 

masyarakat sangat dibutuhkan, mengingat derasnya sumber informasi dan 

teknologi di era yang global ini. Keterbukaan arus informasi dan teknologi 

utamanya dalam bidang hukum sudah menjadi pemikiran untuk setiap 

negara untuk bisa melaksanakan keadilan bagi warga negaranya sesuai 

dengan tuntutan supremasi hukum, demokratisasi dan hak asasi manusia 

(HAM). 

Dalam konteks pemekaran daerah di Indonesia, sangat erat 

kaitannya dengan prinsip keadilan, karena ketika dilihat dari tujuan 

diadakannya pemekaran daerah ialah guna meningkatkan pelayanan publik 

dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan 

juga untuk sarana pendidikan politik lokal, yang menjadi bagian 

pertimbanagan pemerintah dalam melakukan pemekaran ialah:
91

 

a. Pembangunan bisa berjalan lebih cepat 
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b. Distribusi kesejahteraan bisa berjalan dengan cepat 

c. Ekonomi penduduk setempat lebih cepat pertumbuhannya 

d. Pertimbangan wilayah strategis di perbatasan 

e. Lebih baiknya pelayanan publik dalam melayani masyarakat 

f. Meningkatkan keserasian antara hubungan pusat dan daerah 

g. Dan untuk meningkatkan keamanan 

Istilah pemekaran wilayah biasanya lebih dikenal dengan nama 

daerah otonom baru, berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, 

sumber pendapatan asli daerah, pengelolaan yang diberikan pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah otonom yang dalam rangka meningkatkan 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, otonom baru diharapkan mampu 

untuk mengelolanya.
92

 

Tawaran otonomi luas dan desentralisasi, atau yang lebih dikenal 

dengan otonomi daerah menjadi angin segar untuk beberapa daerah ketika 

penyelenggaraan negara dilakukan dengan sentralistis. Mereka meyakini 

pemberian otonomi yang lusa mampu menghapuskan perpecahan yang 

terjadi dalam berbangsa, dan mereka juga meyakini bahwasanya untuk 

mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan pemberian otonomi 

yang luas menjadi solusinya. Akan tetapi, ada beberapa hal yang harus kita 

sadari bahwasanya pemekaran daerah selain menawarkan kelebihan yang 

tadi juga menawarkan beberapa ancaman. Diantaranya ialah menjanjikan 

kemandirian dan kemakmuran daerah hingga menimbulkan konflik antara 
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kabupaten atau provinsi yang sudah tampak. Berlebihannya tuntutan yang 

dilontarkan sehingga tidak dapat dicegah sehingga otonomi daerah yang 

luas tidak terkontrol.
93

 

Tidak jarang desentralisasi dan otonomi daerah disalah artikan 

hanya sebagai penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah. Bahkan mereka menuntut ketika 

kewenangan pemerintah pusat belum diserahkan kepada pemerintahan 

daerah agar supaya segera diserahkan, mereka mengenyampingkan makna 

dari otonomi itu sendiri yang dilahirkan dari suatu efektivitas dan 

kebutuhan penyelenggaraan pemerintah. Dari sini bisa dilihat bagaimana 

daerah hanya menuntut kewenangannya saja yang menjadi miliknya tanpa 

dengan terjadinya otonomi tersebut tanggung jawab daerah di dalam 

mewujudkan suatu keadilan semakin besar, begitu juga dalam 

mewujudkan demokrasi serta pemberdayaan masyarakat yang lebih baik.
94

 

Kaloh mengatakan bahwa “Otonomi daerah harus didefinisikan sebagai 

otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi daerah dalam pengertian 

suatu wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal.” Lili Romli juga 

mengatakan bahwa. 

Otonomi daerah harus dilihat sebagai otonom masyarakat daerah, 

bukan otonomi pemerintah daerah. Ia melandaskan konsekuensi 

logis dari cara pandang seperti itu adalah kebijakan otonomi daerah 

harus berorientasi pada pemberdayaan, pelayanan, dan 

kesejahteraan bagi masyarakat. 
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Perkembangan wilayah biasanya tidak lepas dari wujud keinginan 

masyarakat yang ingin daerahnya dalam dimensi geografis lebih 

berkembang baik dari segi politik, ekonomi, budaya, sosial dan keamanan. 

Rasio luas wilayah terbangun terhadap total luas wilayah bisa menjadi 

pembanding apakah wilayah tersebut berkembang atau malah 

sebaliknya.
95

 Kondisi semacam ini bisa dilihat dari jaringan jalan yang 

semakin rapat, wilayah perkantoran yang semakin luas, meluasnya 

perdagangan, penduduk semakin padat dan menyebarnya wilayah 

pemukiman, dan dengan padat serta menyebarnya penduduk tersebut 

peluang pekerjaan bisa didapatkan dengan lebih mudah. Cikal bakal 

terbentuknya daerah otonom baru bisa dimulai dari berkembangnya 

wilayah administratif yang berbatasan dengan kota besar, dan seharusnya 

pemerintah menjadikannya sebagai acuan dalam merekomendasikan hasil 

daerah otonom baru di Indonesia. Potensi ekonomi yang memadai dan 

sudah memenuhi syarat untuk kehidupan masyarakatnya supaya bisa 

tumbuh dan berkembang harus menjadi acuan kelayakan dari otonom itu 

sendiri. 

Kebijakan desentralisasi berpengaruh dengan pemekaran daerah, 

semakin banyaknya sumber daya yang dialihkan oleh pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah sangat berperan penting dalam cepatnya 

pertumbuhan daerah administratif baru baik ditingkat provinsi maaupun 

ditingkat kabupaten/kota. Kebijakan pemekaran daerah tidak lagi 
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mengedepankan tujuan dari desentralisasi yang sesungguhnya, yaitu untuk 

menciptakan sistem pemerintahan yang responsif, pelayanan publik yang 

semakin dekat dengan masyarakat, serta menciptakan keamanan dan 

kemakmuran kepada masyarakat secara menyeluruh. Akan tetapi, dalam 

hal redistribusi aset pemekaran daerah telah memicu terjadinya kekacauan. 

Penetapan administratif pemerintahan dan bahkan memicu konflik antar 

etnis di dalam satu wilayah.
96

 Saat ini, banyak daerah otonom di beberapa 

daerah tidak didukung oleh sumber daya manusia yang baik, hal semacam 

ini berakibat pada terganggunya sistem pemerintahan dan carut marutnya 

tata pemerintahan. Maka dari itu penambahan daerah otonom menjadi 

fenomena yang layak untuk dikaji ulang. Kejadian seperti ini tentu telah 

menambah angka permasalahan baru utamanya dalam proses redistribusi 

aset dan juga dalam menetapkan batas administrasi pemerintah daerah.
97

 

Berikut merupakan contoh daerah yang gagal dalam melakukan 

pemekaran daerah: 

a. Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara, 

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, 

pemekaran kecamatan dipimpin oleh camat, yang dalam pelaksanaan 

tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan bupati, untuk 

menangani urusan otonomi daerah. Kendala dan upaya Pemekaran 

Kecamatan di Kabupaten Padang lawas Utara. Kendala dalam proses 

pemekaran Kecamatan di Kecamatan Padang Bolak Tenggara, 
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Kecamatan Halongonan Timur, dan Kecamatan Ujung Batu. Terdapat 

Kurang meratanya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, upaya yang dilakukan perlunya pengkajian wilayah dan 

survei, kemudian melakukan perencanaan pembangunan dan 

mempersiapkan segala sarana prasarana bagi daerah baru hasil 

pemekaran kecamatan daerah kabupaten Padang Lawas Utara.
98

 

b. Kabupaten Nias Utara Pulau Nias Sumatera Utara. Kabupaten Nias 

dianggap gagal dalam melaksanakan otonomi daerah dengan 

dikeluarkannya KEPRES 131 Tahun 2015 tentang penetapan daerah 

tertinggal tahun 2015-2019. Adapun faktor yang menjadi penyebab 

gagalnya pemekaran daerah Kabupaten Nias di ataranya adalah 

sedikitnya sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah juga 

kurang mampu dalam mengelola potensi sumber daya alam dalam 

bidang kelautan dan pertanian, serta belum maksimalnya dalam 

membangun infrastruktur atau sarana prasarana untuk menunjang 

pembangunan ekonomi dan manusia.
99

 

Pemaparan diatas merupakan contoh daerah yang gagal dalam 

melakukan pemekaran dikarenakan kurang meratanya pembangunan. Ada 

bberapa faktor yang menjadi penghalang dalam pemekaran daerah 

sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi yaitu sedikitnya sumber daya 

manusia yang berkualitas, pemerintah juga kurang mampu dalam 

mengelola potensi sumber daya alam dalam bidang kelautan dan pertanian, 
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serta belum maksimalnya dalam membangun infrastruktur atau sarana 

prasarana untuk menunjang pembangunan ekonomi dan manusia. Hal 

semacam yang ini yang menjadikan pemekaran yang tujuan awalnya untuk 

menjadikan masyarakat yang hidup dengan damai dan berkeadilan justru 

malah sebaliknya. 

Berbicara tentang masyarakat dan keadilan, maka ini ada juga 

kaitannya dengan hukum, karena hukum memiliki relevansi yang erat 

sekali dengan keadilan. Bahkan ada pandangan dari beberapa orang yang 

mengatakan bahwasanya hukum harus digabungkan dengan keadilan, agar 

keadilan tersebut benar-benar diakui sebagai hukum. Hal semacam ini 

sebagai bentuk usaha dari manusia untuk menciptakan koeksistensi etis di 

kehidupan dunia. Untuk mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera 

maka hukum yang adil hadir sebagai jalan untuk menuju kesana, karena 

hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil bagi masyarakat. 

Hukum memiliki cita-cita atau mengandung tuntutan keadilan yang 

diharapkan semua ketentuan yang mengatur segala perilaku manusia 

dalam kehidupan mencerminkan rasa keadilan.
100

  

John Rawls dalam pendapatnya menegaskan bahwa program 

penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan 

dua prinsip keadilan. Yang pertama, memberi hak dan kesempatan yang 

sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama 

bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur Kembali kesenjangan sosial 
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ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat 

timbal balik bagi masyarakat, baik mereka yang berasal dari kelompok 

yang beruntung maupun tidak beruntung.  

Dalam rangka mewujudkan suatu keadilan di dalam masyarakat 

maka perlu adanya upaya dari pemerintah maupun masyarakat untuk 

mewujudkannya, dan dalam konteks ini pemekaran daerah dipilih untuk 

menjadi jalan menuju keadilan tersebut, Alasan mengapa pemekaran harus 

dilakukan adalah masyarakat daerah merasakan adanya ketimpangan 

pemerataan dan keadilan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain 

dalam satu wilayah pemerintah daerah. Daerah yang dekat dengan pusat 

kekuasaan, seperti ibukota, mereka cenderung mendapatkan perhatian 

lebih dibandingkan dengan daerah yang jauh dari pusat kekuasaan, 

sehingga daerah tersebut merasakan adanya ketimpangan pemerataan dan 

keadilan dari pemangku kekuasaan. Salah satu contoh kasus ketimpangan 

pemerataan terjadi di kabupaten Mamasa, dimana ketimpangan 

pembangunan serta kurangnya perhatian pembangunan dari pemerintah 

provinsi dan kabupaten induknya, hal ini menyebabkan tingkat 

perekonomian masyarakat sangat rendah dan berakibat pada semakin 

tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi di wilayah Kabupaten 

Mamasa.
101

 

Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah diharapkan mampu untuk mengatasi persoalan-
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persoalan pemekaran yang terjadi diatas. Kebijakan desentralisasi melalui 

otonomi daerah yang diikuti dengan kebijakan pemekaran daerah 

mengakibatkan adanya perubahan pola perkembangan wilayah, yang mana 

dalam kurun waktu sepuluh tahun sejak keluarnya Undang-

UndangOtonomi daerah tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Pemekaran 

Daerah tahun 2000 telah terbentuk daerah otonom baru sebanyak 205 buah 

yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota. Dengan 

peningkatan 64% dari jumlah otonom tahun 1998 atau secara rata-rata 

dalam satu tahun lahir 20 daerah otonom baru.
102

 Semakin banyaknya 

daerah otonom diikuti oleh permasalahan akibat semakin besarnya beban 

pendanaan otonomi daerah dan rendahnya pencapaian tujuan pemekaran. 

Rendahnya tingkat pencapaian tujuan pemekaran disebabkan oleh 

longgarnya kebijakan persyaratan pembentukan daerah otonom baru. 

Saat ini Indonesia sudah memiliki 38 provinsi, wilayah terbaru 

yang disahkan sebagai provinsi adalah Papua Barat Daya. Sebelum Papua 

Barat Daya, pemerintah juga meresmikan tiga provinsi terbaru di papua, 

yaitu Papua Selatan, Papua Tengah serta Papua Pegunungan. Untuk 

pemekaran Papua Barat Daya pemekarannya terdapat di dalam Undang-

UndangPembentukan provinsi Papua Barat Daya yang disahkan dalam 

rapat paripurna oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
103
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Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kebijakan 

terkait dengan pemekaran daerah bisa dibilang longgar. Syarat dan 

mekanisme untuk pembentukan daerah otonom baru lebih ketat dan lebih 

terperinci setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 

Syarat pembentukan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 berubah menjadi persyaratan daerah persiapan, yang mana telah 

diatur dalam Pasal 33 ayat (3) yang membagi persyaratan pembentukan 

daerah persiapan menjadi persyaratan administrasi dan persyaratan dasar. 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini pemekaran 

daerah sudah tidak bisa dilakukan secara otomatis lagi, karena disini akan 

ada jeda waktu persiapan untuk daerah yang akan melakukan pemekaran 

sebelum daerah tersebut menjadi daerah otonom baru.
104

 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah Mengatur persyaratan dalam pembentukan daerah otonom yang 

pada dasarnya juga melandasi persyaratan pemekaran daerah. Persyaratan 

dalam pembentukan daerah otonom dalam Pasal 5 ayat (1)
105

 Undang-

UndangPemerintahan Daerah meliputi syarat administrasi, syarat teknis, 

dan fisik kewilayahan. Persyaratan dasar yang dimaksud dalam Pasal 33 

ayat (3) tersebut meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan 

dasar kapasitas daerah. Sedangkan persyaratan administrasi untuk daerah 

provinsi dan daerah kabupaten mempunyai susunan yang berbeda. Untuk 

daerah provinsi meliputi persetujuan DPRD kabupaten/kota dengan 
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bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah yang provinsi 

induk, sedangkan untuk daerah kabupaten/kota meliputi keputusan 

musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah 

kabupaten/kota, persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan 

bupati/walikota daerah induk, dan persetujuan bersama DPRD provinsi 

dengan gubernur daerah provinsi yang mencakup daerah persiapan 

kabupaten/kota yang akan dibentuk.
106

 

Permasalahan yang terjadi dalam pengaturan pemekaran daerah 

yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah tidak dijelaskan terkait dengan standar ataupun kriteria minimal 

persyaratan dasar kapasitas daerah yang berhubungan dengan potensi 

ekonomi, keuangan daerah dan juga kemampuan pemerintah dalam 

penyelenggaraan pemekaran daerah. Persyaratan dasar kapasitas daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kemampuan daerah 

untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam 

Pasal 36 ayat (6) terkait dengan parameter potensi ekonomi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Pertumbuhan ekonomi dan 

potensi keunggulan daerah.
107

 Begitu juga dalam parameter keuangan 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi kapasitas 

pendapatan asli induk, potensi pendapatan asli calon daerah persiapan, dan 
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pengelolaan keuangan dan aset daerah.
108

 Dalam parameter kemampuan 

penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

g meliputi aksesibilitas pelayanan dasar Pendidikan, aksesibilitas 

pelayanan dan Kesehatan, aksesibilitas pelayanan dan infrastruktur, 

jumlah pegawai aparatur sipil negara di daerah induk dan rancangan 

rencana tata ruang wilayah daerah persiapan.
109

 

Sebagaimana yang sudah dicantumkan di atas bahwasanya di 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak dijelaskan terkait 

dengan standar ataupun kriteria minimal persyaratan dasar kapasitas 

daerah yang berhubungan dengan potensi ekonomi, keuangan daerah dan 

juga kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pemekaran daerah. 

Pasal tersebut menimbulkan multitafsir dikalangan masyarakat, dan juga 

dapat memicu terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat dengan 

pemerintah, hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan awal dilakukannya 

pemekaran daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Ketika masyarakat 

sudah tidak sejahtera maka akan bertentangan dengan konsep keadilan. 

3. Dampak Pemekaran Daerah 

Tujuan utama dari pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat dan menciptakan pelayanan publik yang baik.110 
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Adapun faktor-faktor yang mendukung kualitas pelayanan publik 

diantaranya faktor kesadaran para pejabat serta petugas yang 

berkecimpung dalam pelayanan umum, faktor aturan yang menjadi 

landasan kerja pelayanan, faktor organisasi yang merupakan alat serta 

sistem yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan, 

faktor pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, 

faktor keterampilan petugas dan faktor sarana dalam pelaksanaan 

pelayanan.
111

 

Pembentukan kebijakan oleh pemerintah pasti juga didasarkan 

pada adanya dampak positif yang akan dirasakan baik oleh masyarakat 

maupun pemerintahan itu sendiri, termasuk kebijakan mengenai 

pemekaran wilayah. Berikut ini beberapa dampak positif dari adanya 

pemekaran daerah.
112

 

a. Pemekaran wilayah atau yang disebut juga dengan otonomi dapat 

membantu pemerintah pusat dalam mengontrol terhadap keadaan suatu 

daerah, karena melalui pemekaran wilayah berarti adanya perluasan 

dan pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah. Oleh sebab itu pemerintah pusat tidak perlu repot-

repot memeriksa keadaan daerah satu persatu 

b. Pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah 

daerah melalui pemekaran wilayah berdampak pada pembangunan 
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daerah baru tersebut. Dimana pemerintah daerah dapat membangun 

daerahnya sendiri dengan lebih baik didasarkan pada potensi yang ada 

yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat. Kondisi tersebut dapat 

membantu upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan 

c. Dengan adanya pemekaran wilayah maka akan berdampak pada 

peningkatan pelayanan pemerintah menjadi lebih mudah untuk 

dijangkau, serta adanya pengembangan wilayah distrik dan kampung 

juga dapat memperpendek jangkauan pelayanan pemerintah terhadap 

masyarakat. 

Sebagaimana penjelasan diatas bahwasanya pemekaran daerah 

memiliki dampak positif bagi masyarakat. Perlu diketahui selain yang 

sudah disebutkan ada juga manfaat lain dari pemekaran daerah yang 

diantaranya adalah, meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang 

lebih maju sebagai salah satu upaya dalam pemerataan pembangunan 

daerah, Peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan peningkatan 

permintaan barang dan jasa sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat daerah. 

Pemekaran daerah selain menghasilkan dampak yang positif tentu 

juga menghasilkan dampak negatif, seperti para elit lokal yang 

mempertahankan nasib/nyawa di birokrasi maupun partai politik. Masing-

masing menghimpun massa sebagai sarana pendukung untuk mencapai 

tujuan. Pesta demokrasi pemilihan legislatif dan eksekutif yang semestinya 

diselenggarakan dengan demokrasi damai menjadi demokrasi yang 
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anarkis, sebagaimana yang terjadi di Distrik Aifat Utara Maybrat dan 

Papua. Sering para elit-elit politik atau para kandidat saling komplin hal 

ini sehingga sering terjadi konflik di antara para caleg dan para kandidat 

itu sendiri maupun massa pendukung-yang satu dengan massa pendukung 

yang lain. Hal ini didorong oleh faktor gengsi antara suku yang satu 

dengan suku yang lain, kampung yang satu dengan kampung yang lain.
113

 

pemekaran daerah juga bisa memicu konflik yang pada gilirannya 

juga menimbulkan masalah horizontal dan vertikal dalam masyarakat. 

Sengketa antara pemerintah daerah induk dengan pemerintah daerah 

pemekaran dalam hal pengalihan aset dan batas wilayah, seringkali 

berimplikasi pada ketegangan antar kubu masyarakat dan antara 

masyarakat dengan pemerintah. Pemekaran juga menimbulkan implikasi 

negatif bagi pelayan publik, terutama pada skala nasional, terkait dengan 

alokasi anggaran untuk pelayanan publik yang berkurang. Hal ini 

disebabkan adanya kebutuhan belanja aparat dan infrastruktur 

pemerintahan lainnya yang bertambah dalam jumlah yang signifikan 

sejalan dengan pembentukan DPRD dan birokrasi di daerah hasil 

pemekaran.
114

 

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai dampak pemekaran 

daerah, bahwa pemekaran daerah itu selalu memberikan dampak positif 

dan negatif bagi masyarakat, hal demikian berbeda dengan yang dipikirkan 
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oleh masyarakat pada umumnya. Dampak positif dari adanya pemekaran 

daerah diantaranya adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur 

daerah yang lebih maju sebagai salah satu upaya dalam pemerataan 

pembangunan daerah, dan juga peningkatan pertumbuhan ekonomi di 

daerah, dan peningkatan permintaan barang dan jasa sebagai upaya dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat daerah. Adapun dampak negatif dari 

pemekaran daerah adalah memicu persaingan elit politik di daerah 

semakin tinggi, dan juga dapat memicu munculnya konflik sosial dalam 

masyarakat semakin tinggi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bahwa proses pemekaran daerah di Indonesia seiring dengan adanya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pengganti Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah mengalami beberapa 

perubahan terutama terkait dengan pemekaran daerah. Syarat 

pembentukan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

berubah menjadi persyaratan daerah persiapan, dan telah diatur dalam 

Pasal 33 ayat (3) yang membagi persyaratan pembentukan daerah 

persiapan menjadi persyaratan administrasi dan persyaratan dasar. Dengan 

berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini pemekaran daerah 

sudah tidak bisa dilakukan secara otomatis lagi, terdapat jeda waktu 

persiapan untuk daerah yang akan melakukan pemekaran sebelum daerah 

tersebut menjadi daerah otonom baru. 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

tidak menjelaskan secara detail terkait dengan standar ataupun kriteria 

minimal persyaratan dasar kapasitas daerah yang berhubungan dengan 

potensi ekonomi, keuangan daerah dan juga kemampuan pemerintah 

dalam penyelenggaraan pemekaran daerah. Persyaratan dasar kapasitas 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kemampuan 

daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Pasal tersebut menimbulkan multitafsir dikalangan masyarakat, dan juga 
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dapat memicu terjadinya kesalahpahaman antara masyarakat dengan 

pemerintah, hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan awal dilakukannya 

pemekaran daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Ketika masyarakat 

sudah tidak sejahtera maka akan bertentangan dengan konsep keadilan. 

B. Saran  

1. Dalam rangka mencegah terjadinya daerah otonom baru yang tidak sesuai 

dengan keinginan masyarakat dan malah menjadi beban untuk pemerintah, 

maka pengaturan terkait dengan pemekaran daerah harus benar-benar 

dimaksimalkan, guna mencegah terjadinya daerah otonom baru yang gagal 

dalam melakukan pemekaran, mengingat semakin banyaknya daerah yang 

ingin melakukan pemekaran daerah. 

2. Hendaknya daerah yang ingin melakukan pemekaran daerah benar-benar 

mempersiapkan persyartan dasar kapasitas daerah yang berkaitan dengan 

potensi ekonomi, keuangan daerah dan juga kemampuan pemerintah 

dalam penyelenggaraan pemekaran daerah. 

3. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan penelitian yang ada agar dapat meningkatkan kualitas 

penelitian. 
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